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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERF{ADAP SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
DIDAMPINGI PENASEHAT HUKT]M DALAM PROSES PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA PENCURTAN DENGAN KEKERASAN

(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDA}9

Nama : Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst
NIM : 15180311
Program : Magister Hukum
Pembibing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH,Ir'{.Hurn
Pembibing II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menalisis bagaimana

aturan hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menganalisis faltor penyebab

terjadinya penggunaan surat pernyataan Denolakan didampingi penasehat hukum

dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk

mengatahui upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka apabila hak-haknya dilanggar

pada saat penyidikan. H,al terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap

kedudukan tersangka dalam suatu proses perkara pidana adalah diberikannya hak

bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56

KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-hak tersangka,

sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUIIAP, tentang Hukum
Acara Pidana dalam prakek terkadang sulit melaksanakannya dengan berbagai

kendala-ken dala y ang dihadapi.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Penyidik Sat

Reskrim Polrestabes Medan, data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses

identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian dianalisis

secara kualitatif, kesimpulan diambil dengan metode induktif

Hasil penelitian menunjukkan aparat penegak hukum tidak konsisten

terhadap hukum dan peraturan yang sah dan sudah tertulis jelas dalam undang-

undang dan belum optimal me4ialankanperurnya sebagai penegak hukum, tersangka

cendrung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan

apa saja hak mereka sebagai seorafig tersangka.

KataKunci : Surat Pernyataan Penolakan, didampingi Penasehat Hukum,
Penyidikan, Pencurian dengan kekerasan.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSN OF DECLINE DISCLAIMER REQUIREMENTS TN THE
CRIMINAL SECURITIES PROCESS OF CRIMINAL ACTIONS OF CRIMINAL

ARRANGEMENTS WITH VIOLENCE
(CASE STUDY IN POLRESTABES MEDAN}

Name
NIM
Frogram
Advisor I
Advisor II

: Syahputra AzizPagar Nauli Nst
:15180311
: Master of Law
: Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
: Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS

This study aims to find out and analyze how the rule of law goveming

the provision of legal assistance in the proccss of investigating criminal acts of theft

witli violence and analyze the factors causing the occurrence of the use of declaration

of rejection accompanied by legal counsel in the process of investigation criminal

theft with violence and to mengatahui efforts that can be taken By the suspect if his

rights were violated during the investigation. The most important thing in providing

bilance to the position of a suspect in a criminal proceeding process is the right of
suspects to obtain legal aid under Article 54 Jo Article 56 of the Criminal Procedure

Code. Both of these articles to support the protection of the rights of suspects, as set

forth in Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Code, of Criminal
Procedure Law in practice are sometimes difficult to implement with various

constraints faced.
The writing of this thesis using normative juridical approach method,

data derived from literature study and interview result with Investigator Sat Reskrim

Polrestabes Medan, the data obtained then processed through the process of
identification, classification and systematization. The data have been processed and

then analyzed qualitatively, the conclusion is iaken by inductive method.

The results show that law enforcement officers are inconsistent with laws

and regulations that are legitimate and have been clearly written in the law and have

not been optimal in their role as law enforcers, the suspect tends to follow the

process of investigation with what it is without questioning what their rights as a

suspect.

Keywords : Rejection Statement Letter, acconrpanied by Legal Counsel,

Investigation, Theft bY Violence.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya seorang Tersangka yang terjerat hukum dalam suatu

perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai apatat penegak

hukum yang lengkap. Untuk mengatasi adanya ketidak seimbangan tersebut,

hukum memberikan perlindungan, salah satunya adalah diberikannya hak bagi

tersangka untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam

menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHAP. Bahkan pada

perkara yang diancam pidana lima tahun atau lebih pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang disangka atau didakwa

melakukan tindak pidanq sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan

ayat(Z)KUHAP.I

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum

merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada

tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari

seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum

pidan4 sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses

hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak

r. Undang-Undang Hukum Acara Pidan4 UU No. 8 Tahun 1981, TLN No. 76 1981, Pasal

56 ayat (l) menyatakan bahwa "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa

melaftrkan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

arau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih

1 ang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

perneriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka'

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst - Analisis Hukum Terhadap Surat Pernyataan Penolakan....



2

merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan bagi

dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara

keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat

harus menyediakan danlatav menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap

tersangka pidana tertentu.2

Seringkali orang yang tergolong miskin (the hwe not) diperlakukan

tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan(access to legal

councel) yang memadai dari advokad (penosihat hukum).3 M. Sog'an Lubis

menyatakan pelanggaran yang sering terjadi di Kepolisian / intansi Penyidikan

adalah sebagai berikuta:

o Banyaknya oknum polisi menangkap tersangka dan kemudian di

tempat kejadian tersebut tersangka langsung ditanya/diinterogasi,

tanpa terlebih dahulu mengingatkan akan hak-haknya sebagai

tersangka (Miranda Wamtng);

o Dengan dalih dalam rangka penyelidikan, banyak oknum polisi sering

menginterogasi seseorang yang diduga ada kaitannya dengan perkara

pidana yang ditanganinya.

r Dengan dalih tersangka tidak punya uang dan hak asasi tersangkq

banyak oknum polisi menganjurkan supaya tersangka tidak usah

menggunakan penasihat hukum, dan tersangka dikondisikan

sedemikian rupa dengan membuatkannya surat pernyataan tidak

bersedia didampingi penasihat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan

penyidik beranggapan bahwa dengan adanya pemyataan dari diri

2.Fuady, Munir & Fuady, Sylvia Laura,2015, Hah Asasi Tersanghn Pidana, Prenada

Media Group, jakarta, halanan 27 .
3.Winarta, Frans Hendra,2000, Bantuan lfukum, Suatu Hak Asasi Msnusia Bukan Belos

Kasihan, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, halaman 148.

M.Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Mirqnda Rule: Hak Tersangka Sebelum

Pemeriksaan Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 41.
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tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum

merupakan hak asasi tersangka, sehingga penyidik tidak merasa perlu

lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum bagi

tersangka sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (l) KUHAP;

r Dengan dalih untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum

polisi berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan

' penasihat hukum atau advokad;

o Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau dituqiuk secara

gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik

mengabaikan kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam pasal 56

ayat (1) KUHAP;

o Tidak ada anggaran Institusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk

menyediakan penasihat hukum bagi tersangka;

o Dan lain-lain.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mengenai

carutmarutnya Penegakan hukum Pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah

Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara

hukum, bahkan tindakan aparatur penegak hukum bertentangan dengan hukum

baik dalam proses tahap peneyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi. s M. Soyan Lubis

menyatakan bahwa dalam proses peradilan banyak penyidik/pembantu penyidik

beranggapan bahwa kewajiban penyidik terhadap tersangka adalah kewajiban

untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapat bantuan

hukum atau didampingi oleh penasihat hukum bukan kewajiban menunjuk

penasihat hukum, anggapan dan penafsiran semacam ini adalah penafsiran yang

'. Ediwarmun, 2D't4, Penegakan Hukum Pidana itatarn Perspekttf Krimlnologl, Genta
Publishing halaman 1.
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pincang dan tidak lengkap dari apa yang dimaksudkan dalam pasal 114 KUHAP,

atau penyidik hanya mengerti dan menjalankan pasal 54 KUIIAP yang berlaku

untuk semua perkara pidana.6

. Carut marutnya Penegakan hukum di lembaga-lembaga Negara baik

di Kepolisian, Kejaksaan, di Pengadilan di KPK, maupun di instansi pemerintah

lainnya yang mongakibatkan posisi Indonesia selalu terpojok dimata lembaga-

lembaga Internasional seperti penyelesaian kasus kejahatan Korupsi, kejahatan

Terorisme, Kejahatan Trffiking, Kejahatan Cyber Crime, kasus TKI dan lain

sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah asing

terhadap pemerintah kita dalam penegakan hukum. T Begitu juga penegakan

hukum terhadap kasus Pencurian dengan kekerasan yang pada umumnya

pelakunya adalah orang miskin. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana"

karena pada tahap interogasi / penyidikan sering terjadi tindakan sewenang-

wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan ini dilakukan sebagai vpaya untuk mendapatkan pengakuan atau

keterangan langsung dari tersangk4 namun cara-cara yang dilakukan seringkali

tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan

kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari

penyidrtq sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang

sebenamya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan

u. M. Soryan Lubis, Op.Cit. halaman 43.
7. Ediwarman, Op. Cit. haloman 2.
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yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka

memberikan keterangan yang dibutuhkan.

cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat

dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan.

jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya

dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau

tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang

Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro

berpendapa! bahwa'okepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak

yang mempercleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus

diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-

wenang dari petugas penegak hukum".8

KUHAP yang sering disebut sebagai master piece bangsa Indonesia

dalam bidang hukum.e KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai

penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur

dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang

peoggwuum upaya paksa (dwang middelen), Pasal 3249 tentang kewajiban

membuat BAP. Selain itu, pada Bab )ilV, Pasal 102-136 iuga diatur mengenai

tekhnis-tekhnis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

t. Wi4o1o projodikoro/9i2,Hukum Aeara Ptdana di Indonestq, Bandung, PT. Sumur

Bandung, halalarnan 47,
,. oemar Seno Adji, 1984, KTIIIAP Sekarang,Penerbit Erlangg4 lakartz halaman 55.
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Persoalannya adalalu jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan

dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka)

dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-

ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik

untuk melakukan "serangkaian tindakan". Pada kenyataanny4 meskipun

serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam

prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah meqiadi "aktor" pelanggar hak-

hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karcna besarnya kewenangan yang

diberikan undang-undang, sertia sebagian ntmusan-nrmusan pasal dalam KUHAP

sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang bedebihan itu

misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan

penyidik dapat *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab". Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi

keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaury4 dengan alasan bahwa

tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih

selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam fumusan-mmusan

sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran

prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa

bukti-bukti suatu perkara. 10

Hak-hak tersangka juga diatur di dalam Undang-Udang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana (KUIIAP) Bab VI Pasal 50-68.

r0. M. yahya harahap, Z1}2,Pembthasun Petmosdahan Penerapan KUHAP, Ja?w:ta,

Sinar Grafik4 halaman. 106.
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Di dalam KUHAP juga mengenal asas inquisitor lunak artinya

seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak

diperlakukan sebagai objelq tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak dengan bebas

memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini,

tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Dengan

demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk

mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk memperOleh keterangan

mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu setiap saat

tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Penasihat hukum

harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan

yang dilakukan oleh penyidik.

Penasihat hukum adalah bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan

bantuannya oleh tersangka ketika menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum

diatur di dalam KUHAP Bab VII Pasal6g-74. Selain di K{.]}IAP bantuan hukum

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum. Pasal I ayat (3) menyatakan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum adalah

lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan

Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini". Bantuan Hukum diberikan

kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, yang

meliputi masalah hukum keperdataan, pidan4 dan tata usaha rregaru baik litigasi

maupun nonlitigasi, serta menjalankan kuasA mendampingi, mewakili, membel4

dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima

Bantuan Hukum (Pasal 4 ayat (1-3). Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa
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"Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak

bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan".

Berlakunya undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang

fundamental terhadap Hukum Apara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP

lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Guna

mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat hak-hak asasi manusia

tersebut diterapkan beberapa asas yang mendasari hal-hal tersebut. Adapun asas-

asas tersebut antara lain ;

- Asas Legalitas yaitu apabila terdapat cukup bukti, maka setiap

perkara harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, artinya

apabila terdapat cukup bukti maka perkara harus diselesaikan.

- Asas Praduga Tak Bersalah yaitu setiap orang yang tersangkut

perkara pidana wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya

keputusan Hakim Yang tetaP.

- Asas Keseimbangan yaitu setiap penegak hukum harus

berlandaskan prinsip keseimbang an antara perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap

kepentingan dan ketertiban umum.

- Asas Deprensial Fungsional yaitu asas yang memberikan

pembagian yang tegas fungsi masing-masing penegak hukum

dalam pelaksanaan tugasnYa.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst - Analisis Hukum Terhadap Surat Pernyataan Penolakan....



9

Asas Koordinasi yaitu asas berupa adanya fungsi pengawasan bagi

penegak hukum dan pelaksanaan tugasnya.

Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi yaitu diberikannya ganti rugi

dan rehabilitasi bagi setiap orang yang menjalani pemeriksaan

dalam perkara pidana yang didalamnya terjadi kekeliruan dalam

pemeriksaan perkara.

Diantara asas tersebut salah satunya adalah asas praduga tak bersalah.

sebagaimana dinyatakan bahwa asas ini adalah seseorartg wajib dianggap tidak

bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai tindak laqiut dari asas ini adalah adanya ketentuan yang menyatakan

bahwa semua pihak yang tersangkut perkara pidana boleh mendapatkan bantuan

hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini mengigat bahwa tidak

semua orang yang tersangkut dalam perkara pidana mampu untuk memahami hal-

hal yang terkait dalam perkara yang dihadapinya Dalam kaitannya dengan

pemberian bantuan hukum, tersangka atau terdakrva mempunyai hak-hak tertentu.

Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kaitannya pemberian Bantuan Hukum

diatur lebih la4iut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 KUHAP.

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa

berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdalora untuk

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh

bantuan hukum. Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :
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1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau

dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan

menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada

hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk

kepentingan pekerj aan atau kekeluargaan.

2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat

hukumny4 dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan

sanak saudara.

3, Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari

rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam

persidangan yang terbuka unutuk umum'

4. Tersangka atau terdakwa berhak mengusaltakan dan mengajukan

saksi dan atau seseorang yang memmiliki keahlian khusus guna

memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.

5. Tersangka atau terdakrva tidak dibebani pembuk;tian.

6. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi

kecuali putusan bebas.

7. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan

rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Peran penasehat hukurn tentunya sangat penting dalam melindungi

dan membela hak - hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di

Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya,

tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampr menyewa jasa Penasehat hukum
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sendiri, karena sering kali suatu kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak

mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang

yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar

jasa Advokat. Apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam

dengan hukuman penjara diatas lima tahun. Mengingat bahwa tidak setiap orang

itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUIIAP menyatakan

tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk

mendampinginya dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam

dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal

56 ayat 1 KUHAP. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terdapatketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap

pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan

ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan

hukuman diatas lima tahun wajib di dampingi penasehat hukum. Apabila pelaku

tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya Peyidik

berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak

pidana tersebut.

Hukum merupakan suafu norma/kaidah yang memuat aturan-afuran

dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun

masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan

hidup bermasyaraka! berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di

dalam masyarakat memerlukan berbagai macam afuran sebagai pedoman

hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan
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tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam

hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu

diperlukan suatu hukum acara pidanayang menjadi saluran unfuk menyelesaikan

kepentingan apabilaterjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum

pidana.1l

Sebagai bukti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik pada

proses penyidikan maupun proses peradilan. Maka, dicantumkan mengenai asas

praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan,

dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah ini bila ditit{au

dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan disebut prinsip

akusatur. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa

dalam setiap tingkat pemeriksaaq karena itu tersangka atau terdakwa harus

didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai hmkat

martabat harga diri dan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur

adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, hal

itulah pemeriksaan ditujukan.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dalam proses peradilan pidana sering disebabkan oleh karena

pendampingan oleh Penasehat Hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa tidak

r,. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 20A9, Bantuan Hukum dsn Hak Asasl

Munusia,Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung halamaa?l.
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dindahkan. Dalam kenyataan di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus

dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam

pfoses peradilan pidana yang dijalaninya. Berdasarkan penelitian lapangan yang

dilakukan oleh Mien Rukmini terhadap 60 responden, 46 responden tidak

didampingi penasehat hukum sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan.l2

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mien Rukmini diperoleh data

sebagai berikut:

Dari 50 orang yang melakukan tindak pidana umum (blue collar

uimes) sebanyak 80 % tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam tingkat

penyidikan sedangkan sisanya sebanyak 15 % didampingi oleh penasehat hukum.

Dalam pelanggaran pidana khusus (white collar crimes) sebanyak 3 % ttdak

didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan sebanyak 97 % didampingi oleh

penasehat hukum.l3

Melihat dari data diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana umrrm

acapkali dilakukan oleh orang miskin yang buta hukum dan mereka yang tidak

mampu membayar penasehat hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana

khusus, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan kelemahan atau

celah hukum, orang yang melakukan tindak pidana khusus tersebut sebenamya

adalah ofang yang tidak buta hukum karena kejahatan mereka justru dengan

t2. Mien Rukmini, Perlindangan IIAM Melalui Asas Protlugt Tidak Bersalah dan Asas

Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem peradilan pidana Indonesia, cetakan ke-2

Tahun 2007, PT. Alumni, halaman 153-154
t'. Ibid halaman 165-166
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memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan mereka berkemampuan untuk

membayar jasa penasehat hukum.

Perlindungan hukum kepada kaum lemah, miskin dan buta hukum ini

diberikan oleh negar4 melalui harmonisasi antara si kaya dan si miskin dan agx

terdapat keseimbangan antaraperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang

berlaku dan dianut dalam Hukum AcaraPidana Indonesia.

Faktanya pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi penting. Di

Polrestabes Medan, banyak kasus yang tersangkanya dihukum dan diancam

dengan pidana per{ara 5 tahun atau lebih sehingga perlu adanya bantuan hukum

yang mendampingi mereka. Dibawah ini merupakan kasus tindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang tidak yang menerima Bantuan Hukum dan

Jumlah Tersangka yang menolak didampingi Penasehat Hukum dariTahtm20l2

s.d Tahun 2016.
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Tabel 1.

Data Jumlah Tersangka yang menerima Bantuan Hukum dan Jumlah
Tersangka yang menolak didampingi Penasehat llukum dari Tahun 2012 s.d

Tahun 2016 di Sat Reskrim Polrestabe-s Medan'

Sumber : Bagian Administrasi Sat Reskrim Polrestabes Medan

Dari tabel diatas menunjukkan masih ada Tersangka yang ancaman

hukumannya 5 tahun tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Peqielasan Pasal

56 ayat (1) KIJFIAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban untuk menyediakan

penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Bantuan hukum sebagai alat

untuk membela kepentingan tersangka, sebaiknya dipergunakan sebagaimana

mestinya demi berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi

mereka yang termasuk golongan miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian

bantuan hukum harus dilaksanakan dengan optimal agar tersangka yang tidak

mampu dapat diberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 aya(l). Hal ini yang

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Hukum

terhadap Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses

No Tahun Jumlah Tersangka
Yang Menerima
Bantuan Hukum

Jumlah Tersangka
Yang Menolak

Didampingi
Penasehat llukum

Jumlah
Berkas
Perkara

I 2012 13 10 23

2. 2A13 15 10 25

J 2014 23 9 32

4 20t5 37 6 43

5 2016 29 4 JJ
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Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di

Polrestabes Medan).

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah menguraikan masalah penelitian, dari mana

sunlber masalah dan bagaimana cara menemukan masalah penelitian atau

mengidentifikasinya. Masalah penelitian merupakan suatu pernyataan-pernyataalr

yang mempersoalkan keberadaan suatu variable atau mempersoalkan hubungan

antara variable pada suafu fenomena. 
1a

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum

yang mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses penyidikan Tindak

Pidana Pencurian dengan kekerasan, bagaimana faktor penyebab terjadinya

penggunaan o'Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum" pada

saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan bagaimana

upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tersangk4 apabila hak-haknya dilanggar

pada saat Penyidikan.

C. Perumusan masalah

Bertitik tolak latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur pemberian Banfuan Hukum

dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Penourian dengan kekerasan ?

'0. Ediwarman, op.Cit,Halaman 79.
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2. Bagaimana faktor Penyebab terjadinya penggunaan " SURAT

PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT

HUKUM " Pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan ?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka, apabila

hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan ?

D. Tujuan penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat

memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar

belakang dan tujuan penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian dari tesis

dengan judul Analisis Hukum terhadapSurat Pemyataan Penolakan didampingi

Penasehat Hukum dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan (Studi Kasus di Polrestabes Medan), ini adalah sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana aturan hukum yang

mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses Penyidikan Tindak

Pidana Pencurian dengan kekerasan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penyebab terjadinya

penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat

Hukumo' Pada saat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan

Kekerasan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisi upaya yang dapat ditempuh oleh

Tersangka, apabila hak-haknya dilanggar pada saat Penyidikan.
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E. Kegunaan/manfaat penelitian

Adapun manfaatpenilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian

karya ilmiah dengan pengembangan wawasn keilmuan peneliti, sehingga dapat

meqiadi bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis

yang ingin dicapai dalarn penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang

dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait

dengan hak-hak tersangka sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bukan hatya ditujukan bagi penulis

sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, bermanfaat bagi

masyarakat termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum dam

mendalami hukum acara pidana. Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna

memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang hukum

pidan4 khususnya terkait dengan penerapan hak-hak tersangka pada saat

penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi

penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menbantu penulis mengetahui,

memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai hak-hak tersangka serta

mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan apabila hak-hak tersangka
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dilanggar. Serta bagi masyarakat, penelitian ini nantinya diharapkan dapat

memberikan manfaat serta masukan pengetahuan yang berkaitan dengan hak-hak

tersangka pada sart dilakukan penyidikan.

s'. Keaslian penelitian

Bantuan hukum sebagai salah satu hak yang dimiliki tersangka dan

terdakwa tentu selalu menarik untuk menjadi obyek penelitian, baik dari segi

pengaturan secara normatif maupun dalam pelaksanaanya. Pemberian bantuan

hukum, juga merupakan obyek penelitian yang menarilg mengingat pentingnya

pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam

dengan pidana 5 tahun atau lebih. Bantuan hukurn tetntu pernah dikaji

sebelumnya oleh peneliti lainnya.

Tesis ini merupakan karya tulis asli, dengan tanpa adanya unsur

plagiasi didalam proses penulisan serta penelitian yang dilakukan, oleh sebab ihr,

tesis ini dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka

atas saran dan kritik yang bersifat membangun. Orisinalitas penelitian dari tesis

ini akan ditunjukkan dengan membandingkannya dengan tesis-tesis lainnya, dari

lingkup Universitas UMA maupun dari beberapa Universitas lainnya di lndonesia.

Adapun tesis-tesis yang menyangkut bantuan hukum yakni :

l. Tesis yang ditulis pada ahun 2013 oleh Putu Sekarwangi Saraswati dari

Universitas [Jdayan4 dengan judul "Implementasi Hak Tersangka Untuk

Memperoleh Bantuan Hukum di Wilayah Ifukum Polda BaIi", dengan

rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :
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Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan

hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali ?

2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan dalam memberikan bantuan

hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Bali ?

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian lang penulis lakukan, implementasi hak

tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan di

wilayah hukum Polda Bali belum berjalan dengan baih masih ada

kasus tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum dan haknya

sebagai tersangka terabaikan. Karena koordinasi dari penyidik dan

penasihat hukum kurang baik, hal ini dapat dilihat dari dilakukannya

pemeriksaan tersangka sebelurn dihadiri oleh penasihat hukum

tersangka. Ini terjadi karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui

hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya hak untuk

memperoleh bantuan hukum bagi yang tersangkut perkara atau kasus

pidana dari sejak tahap penyidikan.

2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum pada

khap penyidikan dibedakan menjadi 2 metode yaitu, metode preventif

dan metode represif yang diwujudkan melalui penawartm dan

pembinaan tersangka untuk memahami kedudukan penasihat hukum

dalam pemeriksaan perkaranya serta mengajukan praperadilan apabila
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2l

terbukti dalam proses penyidikan tersangka tidak di dampingi penasihat

hukum tanpa alasan yang jelas.

Tesis yang ditulis pada tahun 2006 oleh I Made Sepud dari Universitas

udayan4 dengan judul "Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan

Pidana di Indonesia", dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai

berikut :

Rumusan Masalah :

1. Apakah sistem bantuan hukum dengan berlakunya KUHAP sudah

sesuai dengan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia

(HAM) ?

2. Apakah konsekuensi terhadap adanya pelanggaran terhadap hak aks

bantuan hukum dalam proses peradilan pidana ?

Kesimpulan:

1. Sistem bantuan hukum dengan berlakunya KUHAP tidak sesuai

dengan konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia (IIAM,

baik yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM maupun dalam

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

2. Pelanggaran atas bantuan hukum dalam proses peradilan pidana

menurut KUHAP dapat berupa : tidak diberitahukan hak tersangka

untuk mendapat bantuan hukum atau tidak dilaksanakannya kewajiban

pemerintah untuk menyediakan penasihat hukum terhadap tersangka

yang diancam pidana sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga
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sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan

karena secara hukum tidak diatur.

Tesis yang ditulis pada tahun 2005 oleh I Ketut Sulana dari Universitas

udayana, dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam

Kasus Penyidikan di Kabupaten Buleleng", dengan rumusan masalah dan

kesimpulan sebagai berikut :

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ?

Kesimpulan:

l. Periindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam proses

penyidikan telah diatur secara eksplisit dalam KUHAP dari ketentuan

Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

2. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka dalam

pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran sesuai dengan hasil

penelitian yaitu tidak terlaksananya dengan maksimal hak dari

tersangka.

3. Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (IIAM) tersangka dalam

KUHAP tidak diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan sehingga

perlindungan IIAM belum sepenuhnya terpenuhi dalam

pelaksanaamya.
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Tesis yang ditulis pada tahun 2004 oleh Ketut Wetan Sastrawan dari

Universitas lJdayan4 dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Tersangka

Dalam sistem Pemeriksaan KUHAP", dengan rumusan masalah dan

kesimpulan sebagai berikut :

Rumusan Masalah :

l. Apakah perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan

monurut KUHAP secara normatif telah menceminkan HAM ?

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila hak-hak tersangka

dilanggar ?

Kesimpulan:

1. Pada dasarnya perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem

pemeriksaan tersangka menurut KIIE{P telah mengakomodasi

perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokumen

internasionat baik di dalam Deklarasi Universal HAM maupun yang

tertuang dalam Konvensi lnternasional Hak Sipil dan Politilq yaitu

dapat dilihat pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang mengatur

tentang hak-hak termngka.

2. Upaya hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam

perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem pemeriksaan menurut

KUHAP, dapat dilakukan melalui vpaya hukum biasa (banding dan

kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). sesuai

dengan yang diatur di dalam KtrIAP. Tetapi upaya dalam hal

terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada hak-hak tersangka
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sebagaimana pada pasal 50 sampai 68 KIIHAP belum diatur secara

jelas.

Tesis yang ditulis pada tahun 2008 oleh Rijal Yohanda, dari Universitas

Andalas, dengan judul "Implementasi Pemberian Bantuan I{ukum

cuma-cuma Kepada Tersangka yang Tidak Mampu Pada Proses

Penyidikan Perkana Pidana (Studi di Wilayah Hukum Poltabes Kota

Padang)", dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah prosedur mendapatkan banfuan hukum cuma-cuma

oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan ?

2" Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-

cuma pada proses penyidikan ?

3. Apakah kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan ?

Tesis yang ditulis oleh Teguh Triyanto, dari Universitas Sebelas Maret

dengan judul "PelaksanaAn Pemberian Bantuan llukum Secara Cuma'

cuma Bagi Terdalcwa yang Tidak Mampu (Studi Kasus di Pengadilan

Negeri sukoharjo)," dengan fl,lmusan masalah dan kesimpulan sebagai

berikut:

Rumushn Masalah

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara

cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu yang melakukan

6.
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Tindak Pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau lebih di

Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

2. Apa saja hambatan atau pennasalahan yang ada dalam pelaksanaan

pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu yang

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau

lebih di pengadilan Negeri Sukohario dan solusi atau cara untuk

memecahkan masalah tersebut ?

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi

terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan

ancaman pidana penjara atau kurungan di pengadilan negeri

Sukoharjo terlaksana sesrni dengan ketentuan-ketentnan Undang-

undang yang mengatur, yakni ketentuan Undang-undang No. 4 tahun

2004, Ketentuan-Ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2003.

2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum

bagi masyarakat yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana peqiara 5 tahun berupa penolakan

penasehat hukum yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa dengan

berbagai alasan tersangka atau terdakwa.

Tesis yang ditulis oteh Diah Ratna Sari Hariyanto, dari universitas Udayana,

dengan judul "Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin

dalam perkara Pidana demi Terselenggaranya Prosos Hukum yang adil di

Denpasar,,, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :
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Bagaimana impelmentasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok

orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar ?

Apa saja fakfor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi

orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar

?

Kesimpulan:

1) Implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin

dalam perkara pidana di Denpasar belum dapat diimplementasikan

dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam

prakteknya. Seperti, pelaksanaan bantuan hukum melalui

pendampingan advokat baru dapat dinikmati tersangka pada saat

pemeriksaan tambahan bukan pada saat pemeriksaan awal dan proses

pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokaf masih

bisa dijumpai tindakan advokat yang menolak memberikan barfinn

hukum, advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif dalam

pelaksanaan bantuan hukum di Polresta Denpasar. Tidak adanya

ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka

dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancamafl pidana

di bawah 5 (lima) tahun di Polresta Denpasar dan di Pengadilan

Negeri Denpasar. Adanya pembatasan-pembatasan dalam pemberian

bantuan hukum di LBH (di YLBHI-LBH Bali dan PBHI Wilayah Bali

di Denpasar), yafrEtidak dapat diberikan kepada kasus-kasus korupsi,

narkotika, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang

atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar dapat

diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi

hukum (legat substance), struktur hukum (legal structure), dan

budaya hukum (tegal culture). Faktor substansi hukum ,u:*

menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam

substansi Pasal 56 ayat (1) KIIHAP yang mengatur mengenai

pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kwalifikasi

ancaman hukuman. Faktor skukhrr hukum yang menghambat yakni,

faklor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga

meliputi sarana a6u fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal

/arrg menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme

dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi ekstemal

dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti, kurangnya

pendanaan atilt afiggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan,

mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaraflyang rumit yang

harus dilalui oleh LBH. Faktor budaya hukum yang menghambat

meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor

masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini

meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan

penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu

pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst - Analisis Hukum Terhadap Surat Pernyataan Penolakan....



28

pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara

bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara

berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan

penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah

pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan

hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Tesis ini dibandingkan dengan tesis-tesis lainnya sebagaimana yang

telah diuraikan diatas, tentu tsrlihat perbedaannya dari segi fokus penelitian dan

tempat penelitian. Tesis di lingkungan Universitas Medan Area sebagaimana yang

telah diuraikan sebelumnya, tesis pertama memfokuskan penelitiannya pada

implementasi hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di tingkat

penyidikaq sedangkan tesis ini memfokuskan penelitian aturan hukum yang

mengatur pemberian Bantuan Hukum dalam proses penyidikan Tindak Pidana

Pencurian dengan kekerasan, bagaimana faktor penyebab torjadinya penggunaan "

Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum" pada saat Penyidikan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan bagaimane upaya hukum yang

dapat ditempuh oleh Tersangk4 apabila hak-haknya dilanggar pada saat

Penyidikan. Tesis keduA meneliti mengenai bantuan hukum yang lebih luas mulai

dari sistem bantuan hukum di Indonesi4 mengenai perlindungan hak tersangka di

tingkat penyidikan/pemeriksaan, dan konsekuensi terhadap adanya pelanggaran

terhadap hak atas bantuan hukum dalam proses peradilar pidana, serta upaya
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hukum yang dapat ditempuh apabila hak-hak tersangka dilanggar. Tempat

penelitiannyapun berbeda-beda.

Perbandingan dengan tesis-tesis di lingkungan Universitas lainnya,

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat terlihat adanya kemiripan

obyek, yang meneliti mengenai pelaksanaan bantuan hukum, namufl terlihat

adanya perbedaan fokus penelitian, selain itu juga terdapat perbedaan yang

signifikan yakni adanya perbedaan tempat penelitian. Penelitian dalam tesis ini

dilakukan di wilayah Kota Medan tepatnya di Polrestabes Medan, sehingga

hasilnya pun berbeda. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat keorisinalitasan

penelitian tesis ini.

Banyaknya penelitian hukum yang ad4 tentu memberikan manfaat

bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat menambah khasanah keilmuan

terhadap obyek yang diteliti. Begitu pula terhadap pemberian bantuan hukum

dalam perkara pidana. Orisinalitas penelitian ini menuqiukkan bahwa, tesis ini

belum pernah diteliti atau dikaji, oleh karena itu penelitian dalam tesis ini bersifat

orisinal.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang

pertama kali dilalcukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggUng

jawabkan secara akademik.

G. Kerangka Teori dan KonseP

1. Kerangka Teori

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro. Bahwa untuk
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memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu

disertai dengan pemikiran teoritis.l 5

a. Teori Keadilan dari John Rawls.

Karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-

prinsip keadilan didalamnya..Mengingat bahwq keadilan merupakan salah satu

tujuan hukum yang paling baflyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah

filsafat hukum, maka banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan

pandangannya mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas

Aquinas, John Rewls, Hari Cand, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teori

keadilan dari John Rawls karena dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama

dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam taffian teoritis, tetapi juga dalam

tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena

pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi

keadilan.l6Menurut John Rawls, perlu ada keseimbangan attara kepentingan

pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus

diberikan itulah disebut dengan keadilan.l7

Jika diterapkan pada fakta strukfur masyarakat, prinsip*prinsip

keadilan harus mengerjakan dua hal :

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil

tidaknya institusi-iilstitusi dan praktik-praktik institusional.

,,. Ronny H. Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghali, Jakarta, halaman 37.
16. M. Natsir Asnawi,2014, Hermneutika Putusan HaHm, {III Press, Yogyakarta'

halaman 62.
17. Darji Darmodiharjo dan Sidartha, Pokok-Pokok Filsafut Hukum (Apa dan Bagoimana

Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utam4 2006, halaman 161'
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2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam

memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk

mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.ls

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan pemberian bantuan

hukum bagi Tersangka demi terselenggaranya proses hukum yang adil (due

process oflaw).

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana

kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan

ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum

dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau

dihapuskan jika tidak adil.tq Jhon Rawls mengatakan bahwa prinsip-prinsip

keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-

hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional

untuk mengerjakan kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan

kerangka dasar asosiasi mereka. Pirinsp-prinsip ini akan mengatur semua

persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa

dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang

terhadap keadilan ini disebut Jhon Rawls adalah keadilan sebagaifairness.2o

Melalui prinsip fairness, tidak mungkin untuk diletakkan pada

institusi-institusi yang tidak adil, atau setidaknya pada lembaga-lembaga yang

,t. Jhon Rawls, 2011, A Theory oof iustice 
nTeori Keaditanu dasar-dtssr filsafat poMk

untuk mewujud*an kesejahtersan sosial dalam negqra, Pustaka Pelajar, halaman 60.
re. tbi4 halaman l.
'o. rbid halaman 12'13.
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melampui batas ketidak adilan yang bisa dibiarkan.2r Jhon Rawls menganggap

bahwa tugas bukan sebagai tugas moral namun sebagai tugas dan tanggung jawab

yang dibebankan pada posisi-posisi institusional tertentu.22 Orang yang menjabat

jabatan publik berkewajiban pada warganegara yang memberinya kepercayaan

dan yang meqiadi rekan keda sama dalam menjalankan masyarakat demokratis.23

Jhon Rawls berasumsi bahwa sebuah negara yang hampir mendekati

kondisi adil sepenuhnya memerlukan rezim yang demokratis. 2a Karena

menggunakan aparatur negara yang koersif demi mempertahankan insititusi yang

terbuk;ti tidak adil itu sendiri adalah bentuk kekuasaan yang tidak sah. Untuk ini

manusia dimanapun, slapapun dan kapanpun memilki hak untuk melawannya

Sekuat tenaga.2sUsaha-usaha unfuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak

meqiurus ke arah kekuasaan absolute yang telah menghasilkan aiaran Rule of Law

ftekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu

Negara adalahhukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun pemerintah harus

tunduk pada hukum. Dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi. Adapun

unsur-unsur rule of law itu meliputi :

l. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan

tertinggi; semua orarg tunduk pada hukum) sehingga tidzk ada

kesewenang-wenangan.

2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga Negara'

21. fuidhalaman 134

'2.rbidhalaman 135
2'.rbrd
20. H.L.A Hart, Ronald DworkirL Lord Devlin, John Rawls, Judith Jarvis Thomson, John

Finnis, Thomas Scanlon, diterjemahkan Oleh Yudi Santosq 2016, Fikafal Hukum Suda
Pengantar, Merkid Press Yogyakarta, halaman 139.

". Ibid halaman 174,
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3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh undang-undang Dasar

serta keputusan-keputusan peradilan

Menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan salah satu

bentuk penghormatan terhadap eksistensi hak asasi manusia. Misalnya, dengan

memberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun penefapan hal ini

secara absolug bisa berbalik menjadi sesuatu yang tidak menghormati kebenaran

dan keadilan.

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa ada dua prinsip

keadilan yang dikemukan oleh Jahn Rawls. Prinsip pertama ditentukan bahwa

setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas,

seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahw4

ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat

diharapkan memberi keuntungan bagi semua oran& dan (b) semua posisi jabatan

terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan dari John Rawls :

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar*besarnya Qtrinciple of

greotest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang

mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.

2. Prinsip perbedaan (dffirence principle) dan prinsip persamarul

yang adil atas kesempatan (the frincitrle of fair equaltty of

opportunity) dirumuskan dalam prinsip ketidaksamaan yang

menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus

diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling
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menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah fualing

tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan,

pendapatan, dan otoritas).26

Prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang

adil atas kesempatan (the principle of fatr equality of opportunity) dalart

pelaksanaanny4 menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai

keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak

bantuan hukum bagi Tersangka yang tidak mampu menghadirkan Penasehat

Hukum. Penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori keadilan prosedural dari

John Rawls (perfect procedural jastice).

b. Teori Bekerjanya Hukum dari Robert B. Sedman.

Permasalahan pertama juga digunakan teori bekerjanya hukum atau

berlakunya hukurn dari Robert B. Seidman. Teori bekerjanya hukum atau

berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat digunakan dalam mengk4ii

proses aturan hukum, sehingga tepat untuk dijadikan dasar analisis dari

permasalahan pertama dalam tesis ini. Sebagaimana diuraikan dalam bukunya

yang berjudul The State, Law and Development pada bahasan mengenai a model

of tow and development,RobertB. Seidman telah mengajukan atau mengusulkan

sebuah teori dalam model bekerjanya hukum. Teori ini lalu dikenal sebagai teori

bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman.

Pada mulanya, Robert B. Seidman merujuk kepada model yang

sebelumnya juga mempelajari tentang law-in-action, yak'ti perilaku, yang pada

26. Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2A06, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan

Bagatmana Filsafot Hukam Indonesta), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 165.
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saat itu dikaji oleh para realis hukum Amerika, namun, model itu gagal karena

lima alasan. Robert B. Seidman lalu merrguraikan lima alasan kegagalan model

tersebut, lalu kemudian memberikan pendapat-pendapat atau usulan-usulan demi

penyempurnaan usulan model yangiabuat. Pendapat-pendapat atau usulan-usulan

ini kemudian dikenal sebagai 4 proposisi yang diajukan Robert B- Seidman dalam

teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum atau dengan kata lain bahwa, teori

bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat

dideskripsikan dalam empat proposisi.

Empat proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya

hukum dari Robet B. Seidman menyatakan bahwa:

1, We can meet that obiection, however, by substitutingfor theiudge the

processes of government concerned with implementation, that is, with

inducing desired activity (the burearmacy, the police, state

corporatioTts and so fort).

(Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau

penerapan hukum, yaifu, dengan mendorong atau mempengaruhi

kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan

fiegara, dan sebagainya). Peraturan hukum menjadi sebuah safana

dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam

hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana

seseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.)

2. Broaden the concept of the rnm addressed to the role - occupant to

irclude exhartotion or other sort of prescriptton, indicated by o wavy
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line. I indicate the role addressed to the role - occupant by a straight

line. I indicate the exhortation by awavy line.

(Memperluas konsep noffna yang ditujukan kepada pemegang peran

untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakanlketentuan

petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Robert B. seidman

menuqiukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang

peran dengan garis lurus dan desakan/peringatan dengan garis

bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan

bertindah sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka

sanksi-sanksinyq aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan

kompleks kekuatan politilq sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya).

Any law, once passed, changes from the day of passage, either by

format amendment, or by the wqt the bureaucracy acts' It changes

because the arena of clwice changes. Feedback constitutes the most

important explanation of those changes. Citizens express their

reactions to a particular law or programme to law-makers or to

bereaucrats, wha in turn communicate to low - makers. In addition,

various sorts offortnal and informal monitoring devices teoch law -

malrers and bereaucrats about the rule"s relative success, thus

affecting decisions about the law-

@erubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah.

Timbal bal:it tfeedback) merupakan penlielasan yang paling penting
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dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan

reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat

hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan

pembuat hukum, selain itu, berbagai macam perangkat monitoring

formal dan informal mengajarkan pernbuat hukum dan birokrat

tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi

keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunj ukka n bagaimana

lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap

peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturanieraturan

yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks kekuatan-kekuatan politilq sosial, dan lain-lainnya

mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang

peran).

The categories ,,latil - makers" and ,iudge" must be replaced by

,, I att -making proce s s e s " and,, law - imple menting proee s s e s " -2 
7

(Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan

proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau

pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai

bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak yang

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku

mereka, sanksi-sanksinyq politih ideologis, dan lain-lainnya

". Robert B. Seidman, 1978, The State, Law, and Development, ST' Martin's Press, New

Yorlg halaman 74-75, *dikutip dari Tesis Diah Ratna Sari Hariyanto, 2014, Bantuan Hukum

Orang atau Kelompok Orang Mtskin dalam perkara Pidana demi terselenggaranya Proses
hukumyang adil di Denpasa, Program Pascasarjana universitas udayan4 Denpasar.

4
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mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang

peran serta birokrasi. 28 Lebih lanjut, Robert B. Seidman juga

mengemukakan bahwa Finally, conformity - inducing measures tnoy

be aimed directly at the role - occupan4 at changtng the constraints

and resources of the eywtronment, or at changing the perceptions of

the role occupant through education or moral

suasion.2\erdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam proposisi-

proposisi itu perlu diperhatikan bahwa penyesuaian-ukuran

dorongan/ukuran penyesuaian-dorongan dapat ditujukan langsung

pada pemegang peran, untuk mengubah kendala dan sumber daya

lingkungan, atau mengubah persepsi pemegang peran melalui

pendidikan atau bujukan moral).

28. Ibid lihat j uga Amiruddin Mn Zainal Asikin, op. c i t, halaman 46 47
2e.lbidhalamanT5.
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Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram :

Gambar 1

Teori Bekerjanya Hukum Atau Berlakunya Hukum
dari Robert B. Seidman
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Sumber : Robert B. Seidman : The State, Law, and Devolopment.3o

Uraian empat proposisi yang digambarkan dalam diagram tersebut di

atas merupakan model bekerjanya atau berlakunya hukum dalam *the law in

action" yang menunjukkan lcw implementing processes yang melibatkan

beberapa hubungan yang tergambar dalam diagram tersebut di atas. Dapat

diketahui pula bahw4 hukum dapat mempengaruhi perilaku pemegang peran

Rolc
Occrpert

CoaforadtY'
irducingIl*- imPl,rrrcrllrrg

Frl,tts3a3

3'. Ibid
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sehagaimana yang dinyatakan oleh Robert B. Seidman bahwa "Law as a device

to structure choice expresses at once lmry"s usual marginality in tnfluencing

behaviour, and its importance as the principal instrument that gove.rnment has to

influerrce behavioutt'.3lHukum adalah sarana yang penting, sebagai inskumen

utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku.

c. Teori Sistem f{ukum dari Lawrence M' Friedman.

Pembahasan pada permasalahan kedua dan ketiga, digunakan teori

sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan dilengkapi dengan konsep faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soedono Soekanto.

Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3)

komponen yaifit:32

I. Substanst hukum( substance rule of the law), didalamnyamelingkupi

seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang

hukum material maupun hukum formal.

2. truktur hukum (structure af tlrc law), melingkupi Pranata hukum,

Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan

hukum dilakukan oleh penyidilq penuntut, hakim dan advokat.

31. Ibidhalaman 77.

'2. Law.ence M. Friedman; The Legal Sy{tem; A Socinl Scince Prespec'tive, F-ussel Sage

Foundation, New Ymk, 1975; hlm. 12 - 16.
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3. Budaya hukum (egal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya

Segara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan

berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman

tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu

sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan

sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran

kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan,

kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan

output berupa putusan.33

Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum mengemukakan bahw4 masalah pokok penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendrr, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada

undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum-

4. FakJor masyaraka! yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan.

33lbid,hlm.13.
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas

penegakan hukum.3a

Mengacu pada pendapat Lawrence Meir Friedman mengenai teori

sistem hukum, Soerjono Soekanto rnenyebutkan bahwa :

struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang,

umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hubungan antata lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-

kewajibanny4 dan seterusnya.substansi mencakup isi norma-norma

hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya

yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apayaflgdianggap baik (sehingga dianuti)

dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).3s

Penetitian ini juga menggunakan konsep proses hukum yang adil dari

Heri Tahir dan konsep tentang unsur minimal proses hukum yang adil dari Tobias

dan Petersen. Heri Tahir menyatakan bahwa, dalam proses hukum yang adil

3a. Soerjono Soekanto, 2A14, Faktor-Faktor yang Marytengaruhi Penegakan Hukum,W
Raia Grafindo Persad4 Jakartq halaman 8.

35. tbidhalaman 59.
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ditandai dengan adanyaperlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.36

Hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana

merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil-37 Berdasarkan hal

ini dapat diketahui bahwa, bantuan hukum sebagai hak tersangka dan terdakwa

adalah salah satu a:pek dan prasyarat yang penting dan harus dipenuhi dalam

proses hukum yang adil (due process of law). Bant:uan hukum memberikan

kontribusi yang penting dalam proses hukum yang adil (due process ofla,v)-

Konsep unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil dari Tobias

dan Petersen juga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam pembahasan

rumusan masalah pertama. Menurut Tobias dan Petersen, d4e process of law

(yang berasal dari tnggris, dokumen Magna Chartq l2l5) merupakan

constitutional guaranty ... that no peYson will be deprtved of live, liberty of

property for reason that are arbttrary ... protecs the ctttzen agints arbitrary

actions of the governmenf. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal

dari due process of law adalah heartng, counsel, defence, eviderrce and afair and

ampartil court.38 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 'ocounsePo

adalah salah satu unsur minimal dalam due process of law.

Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi

asas-asas hukum yang selayaknya diperlukan untuk dapat mewujudkan proses

hukum yang adil. Asas-asas hukum yang digunakan adalah asas legalihs, asas

persamaan di muka hukum (equality before the law), asas due process of low, asa;s

,u. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sktem Perodilun Pidana di

Indo nesio, LaksBang PRESSindo, Y ogyakart4 halaman 7 .
37. Ibid halaman 9.
38. Ibid halaman 22-23
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trilogi peradilan (peradilan sederhana, cepat, biaya ringan), asas praduga tidak

bersalah Qtresumption of innocence), dan asas pemberian bantuan hukum seluas-

luasnya (access to legal counse[).

Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian banfuan hukum :

a. KUHAP.

b. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat'

c. undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

d. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan

dan Tab cara Pemberian Bentuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

e. Peraturan Pemerlntah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan

Tata Caru Pemberian Banfuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum.

f, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2}llTentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana.

g. surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010

yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan

umum dan beserta dengan petunjuk pelaksanaannya yakni

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor :

uDju/ot 0l.3NITIl2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
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2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum.

h. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara

Cuma-Curna.

2. Kerangka KonsePsi

Kerangka konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori

pemanan dalam penelitian adalah ,.rntuk menghubungkan teori dan observasi,

abstrak dan kenyataarl konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatukan abtraksi

yang digeneralisasikan dan hal-hal yafl1 khusus yang disebut definisi

operasional.3e

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada

hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari

kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstralq sehingga diperlukan definis-

definisi operasiortal yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.4

Dengan demikian pentingnya definisi operasional bernrjuan untuk menghindari

perbedaaq salah penge rtian atausalah penafsiran.

1. Analisis

3e. Romli Atsasmita, Op. Cit halaman 95.
40. Soerjono Soekanto, Op. Cit Halaman 133.
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2.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatrt peristiwa (karangan,

perbuatan, dan sebagainya) unfuk mengetahui keadaan sebenarnya

(sebab-musabab, duduk perkarany4 dan sebagai nya).41

Hukum

Hukum adalah kaidah atau nonna yaflg mengatur tingkah laku dan

perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.a2

Terhadap

Terhadap adalah untuk menandari arah; kepada lawan.a3

Surat

Surat adalah tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat

bukti; misalnya wsel, ceh daR suarat autentik.s

Pemyataan

Pernyataan adalah hal menyatakan; tindakan meny atakan.as

Penolakan

Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak.tr

Didampingi

Didampingi adalah proses, carq perbuatan mendampingi atau

mendapingkan.aT

Penasehat Hukum

5

4

5

6.

7

8

al. Kamus Besar Bahasa Indonesia'
4'. Andi Hamzah" 2C4,8, Terminologl Hukwn Pidane, Penerbit Sinar Grafika Offset,

Jakarta, halaman 76.
03. Kamus Besar Bahasa lndonesia.*. Andi Harrlzah, 2cfl8, Terminotogi Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika Offset,

Jakarta"halaman 148.
n5. Kamus Besar Bahasa Indonesia
*, Karnus Besar Bahasa Indonesia.
47- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi

bantuan hukum.as

9. Dalam Proses

. Dalam proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dan

perkembangan sesuatu.4e

10. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.so

11. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana oleh undang-undang.

12. Pencurian dengan Kekerasan

Ketenfuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur

pada Pasal 365 Ayat (l), (2), ke 1, dan 2 l{ttab Undang'Undang

Hukum Pidana (KLIFIP), yaitu: Diancam dengan pidana peiljara paling

lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasarl terhadap orang dengan

a8- Lihat Pasat t ayat (3) Undang-undang No- 8 Tahun 1981, tentang Hularm Acara Pidana

(KUr{AP).
n'. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
50. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kilab Andang-undang Huhtm Acata Pidana denga

P e nj e las annya, Pol iteia B ogor.
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maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

dicuri; Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1) Jika perbuatarr yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalary 2) Jtka

perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacatamemecahkan suatu

masalatr, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan sscara hati-hati, tekun dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusiA maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cata untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 51

Dengandemikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk

memperoleh hasil ujihipotesis ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran

ihniah tersebut ada 2 (dua)pola pikir menurut sejarahnya" yaitu berpikir secara

rasional dan berpikir secaranoffinatif.Oleh karena itu untuk menemukan metode

iknlut, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan

normatif.

5r. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Pengantu Penelitian Hukum Normotif, UI

Press, Jakaria 2006, Halaman 6.
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1. SpesilikasiPenelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data

empiris (kenyataan di lapangan). Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan

terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan

masalah.

Adapun subyek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang

bisa memberikan pendapag informasi atau keterangan terhadap masalah yang

diteliti, dalam hal ini adalah tahanan yang berada di RTP Polrestabes Medan dan

para penegak hukum, antara lain Polisi dan Advokat, serta para akademisi.

unruk melengkapi perrulisan tesis ini, sumber Bahan Hukum yang

diteliti antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang'undangan

yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan

diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian

dalam penulisan ini adalah:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

AcaraPidana (KUHAP)

3) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia
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4\ Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokad

5) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

6) Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang

Peradilan Umum.

1) Undartg-undang R[ ].iomor 16 tahun 20ll tentang Bantuan

Hukum.

8) Peraturan Pemerintah R[ Nomor 42 Tahun 2013 tenfang

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan

penyaluran dana Bantuan Hukum

9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2014

tentang Pedoman Bagi Masyarakat tidak mampu di

Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang

memberikan peqielasan mengenai bahan hukum primer seperti

rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat ahli

hukum, media masae hasil penelitian terdahulu, dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang rnemberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
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maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan

ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan

berhubungan dalam penelitian ini.

Kemudian dalam pengumpulan datz-data yang digunakan tesis

ini dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum,

antara lain :

1). Penelitian Kepustakaan dan Studi Dokumentasi Yakni

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peratulan

perundang-undangan, literatur, doktrin-doktrin, media

massq berbagai dokumen resmi institusional berupa data-

data statistik yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian, serta sumber-sumber lain yang mempunyai

relevansi dengan permasalahan penelitian.

2). Wawancara Yakni mengadakan tanya jawab secara

Iangsung terhadap subjek penelitian, atau dengan

responden (informan) yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis

kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, "analists datq kualitattf adalah

merupakan tata cara penelitian yang menghosilkan dota desfutptif,, yaitu apa

yong dinyatakan oleh responden secora tertulis maupun lisan, dan perilaku

d
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nyata".s2 Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan

dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan

penelitian;

b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selar{utnya disistematisasikan;

c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah telah diutarakan sebelumnya diatas, maka

metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan

Normatif (Legal Researsch), untuk mendapat data primer. Dimulai dengan cara

menganalisa peraturan-peraturan tentang Bantuan Hukum dalam hubungannya.

pada Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Pada Pasal 54 KUI{AP dinyatakan *Guna

kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-

undang ini". Pada Pasal56 ayat(l) KUIIAP dinyatakan dalam hal tersangkaatau

terdalarya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak

mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

s2. Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, lakarta, halaman 3I.
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tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum

bagi mereka.

3. Lokasi Penelitian, populasi dan sampel

a. Lokasi

Penelitian ini telah dilakukan di Wilayah Kota Medan, yaitu di

Polrestabes Medan yang terletak di Jl. H.M. Said No. I Medan, peneliti memilih

penilitian di Polrestabes Medan, karena Polrestabes tersebut merupakan

Kepolisian dalam ruang lingkup Kcta Besar Ci Kota Medan dimana banyak

Tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang belum mendapat

bantuan hukum, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum kurang optimal.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan

tanggal 22 April20l7.

b. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit

yang akan di teliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka

untuk melakukan penelitian keseluruh populasi merupakan hal yang tidak

mungkin akan tetapi cukup diambil sobagian saja untuk diteliti sebagai sample

untuk memberikan gambaran terhadap gambaran yang diteliti terhadap objek

penelitian secara tepat dan benar.53 Adapun jumlah sample yang akan diambil

tt. Ronny Hanitidjo, Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum, Halaman 44"
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pada prinsipnya tidak mutlak ada peraturan berapa persen yang diambil untuk

mengambil populasi.sa

c. Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,

kasus-kasus, wakfu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah

himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Umumnya dalam suatu penelitian,

hNrya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang

disebut dengan sampel. Pengambilan sampel untukpenelitian disebut dengan

sampiing. Sampling merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian,

yang menenfukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil

penelitian.ssPenelitian ini menggunakan Teknik non-Probabilitas/Non-Random

Sampling.

Bambang Sunggono menyatakan bahw4 "Pada non-rendom sampling,

kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak samq

bahkan ada unit populasi yang nilai probabilitasnya untuk terpilih menjadi unit

sampel adalah = 0 atau 1".56 Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahw4 dalam

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non probability samplingll{on-

Random Sampling tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan

yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini memberikan peran yang sangat besar

tn.Ibi4 Halaman 196.

55. Bambang Sunggono, 2007, MAedolagi Penelitian Huhum, PT. Raja Grafindo Persada,

halaman 118-119.
s6.Ibidhalaman 122
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pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya dan tidak ada ketentuan

yang pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili

populasinya.

Bentuk non-probabtlity yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purpostve sampling. Amiruddin dan Zarnal Asikin menyatakan bahwa, "Dalam

purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erut dengan ciri-ciri atau

sifat-sifat populasiyang sudah diketahui sebelumrryd'.s7 Berdasarkan hal ini dapat

diketahui bahwa, dalam purposivesampling sarrpl dipilih atau ditentukan sendiri

oleh si peneliti, yang mana penuqiukan dan pemilihan sampel didasarkan

pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat atau

karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

4. Alat Pengumpul Ilata

Penelitian yang bersifat hukum normatif ini dilakukan dengan

pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan

melakukan studi dokumenlkepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

mengkaji bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang

terdiri dari :

a. Sumber Hukum Primer

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

". Amiruddin dan Zwnal Asikin, 20A8, Pmgantar Metedologt Penellttan Hukum, W.
Raja Grafrndo Persada Jakarba.
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2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acata

Pidana (KUHAP)

3) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

4) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad

5) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

6) Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Pemdilan

Umum.

7) Undang-undang R[ Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum.

8) Peraturan Pemerintah R[ Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat

dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana

Bantuan Hukum

9) Peraturan Mahkamah Agung R[ Nomor I Tahun 2014 tentang

Pedoman Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Demikian pula dikaji bahan hukum primer yang relevan dengan

penelitian ini, untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan

bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan pstu$uk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupd kamus, jurnal-

jurnal ilmiah, majalafu surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk

melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
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b. Wawancara (Interview)

Pedoman wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan

bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses

interaksi dan komunikasi,ss tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara

yang difokuskan ( Focused Interview ) yaitu wawancara terhadap orang yang

berhubungan dan berpengalaman dengan objek yang menjadi penelitian.se

Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab

terjadinya surat pernyataan penolakan didampingi Penasehat t{ukum dalam proses

penyidikan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang yang

kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauandata dengan melakukan :

a. Studi dat+ yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk

mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan

kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan datz yang telah

dievaluasi menurut bahasanya masing-masing telah dianalisis

agar sesuai dengan permasalahan'

". Edi Warman, 20t6, Monograf Metodalogi Penelilian Hukum (Ponduan Penalisan

Skripsi, Tesis dan Disertast),Genta Publishing, halaman 81'

". Ibid halaman 83.
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c. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan

data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan

pembahasan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatii karena penelitian hukum.

rorrhatif bertitik tolak dari peraturan peraturan yang ada sebagaimana nofina

hukum positif. Sedangka kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak

pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan

monografi dari responden.6o

60. Ibid halaman 89,
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BAB tr

ATTJRAN HI]KT}M YAIIG MENGATT]R PEMBERIAN BANTUAN

I{UKUM DATAM PROSES PEITIYIDIKAFI TINDAK PIDANA

A. undang-undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945

Pasal2T ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahw4 "setiap warga neganL bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya". Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (1) tItID 1945 menyebutkan

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal tersebut dengan

jelas berhubungan dengan bantuan hukum, dimana setiap warga negara berhak

memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk

medapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar persidangan.

B. Undang-undang RI No. STahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Bantuan Hukum didalam undang-undang RI No. I Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab YI Pasal 54 yang mer{elaskan

tersangka./terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dmi penasehat hukum untuk

kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa

yang diancam pidana mati atau atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi

yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat
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penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atav dapat diminta

sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tinbgkat pemeriksaan, baik

pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada

pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh penasehat hukum,

yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif,

artinya iahanyamendengarkan dan melihat pemeriksaan,yang diafur dalam Pasal

69 hinggaPasal T4dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUI{AP.6I

KUfLq.P telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan

hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib

menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut

KUIIAP adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaion Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi

sebagai berikut:

(1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh

penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.

a) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan

oleh Penuntut Umum.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat simpulkan bahwa pasal tersebut

menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat

sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

t'. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penasihat dan Organisasi Buntuun llukum, Ghalia

Indonesia, Jakart4 halaman 19.
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Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat

diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung

terutama bagi tersangk a yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang.digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan

atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa

yang sulit dicernq dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada

tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan

dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan

terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui

posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaaan

terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP,YMEberbunyi;

untuk mempersiapkan pembelaan :

(l) tersangka berhak untuk diberitahukan denganjelas dalam bahasa

yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannyahak ini,

adalah:

Penjelasan:

Dengan diketahui serta dimengerti oleh olang yang

disangkamelakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang

sebenarnyadisangka telah dilakukan olehnyq maka ia akan merasa
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terjaminkepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha

pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya

sangkaanterhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan

dapatmempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang

dibutuhkan,misalny4 perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan

hukum untukpembelaan tersebut.

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan danpada

saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karenadari

keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang

atasperkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak adadi

bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka beradadi

bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keteranganyang

diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenamya.Jika

seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkatpenyidikan

maupun di sidang pengadilan tanpa adanya ftIs€L takut berarti tersangka

telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keteraugan secarabebas

dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasn,l52 KtlHAPyang

berbunyi, sebagai berikut; o'Dalam pemeriksaan pada

tingkatpenyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa
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berhalqnemberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau

hakim".

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka

bisaberkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang

dikatakanpenyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal

tersebut makanegara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak

bisamemahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun

selamasidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteriatertentu

yangdapat menentukan apakah seorang tersangka itumemerlukan juru

bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perluuntuk mendapatjuru

bahasa adalah :

a. Orang asing;

b. Orang Indortesia yang tidak paham bahasa Indonesia

c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal53

KUIIAP yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan

peflgadilan,tersangka atau terdakwa berhak unfuk setiap waktu

mendapatbantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal177.
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(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli

diberlakukanketentuan sebagaimana dimaksud dalam P asal 17 8.

e) Hak Mendapatkan Banluan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untukmenghindari

terjadinya kekeliruan dan kesewen&hg-wsn4ngan daiaparut hukum

yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanyapembela atatt

penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan makapembela

dapat melihat dan mendengarkan jalamya pemeriksaan yangdilakukan

terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukumterhadap

seorang tersangka atau terdakvr4 sebagai berikut;

1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa

dalamproses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat

bahwayang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar

yah,rinegara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak

seimbangmelahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakrara

harusmemperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum

agarmemperoleh keadilan hukum yang sebenarnya

2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui

apalagimenguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam

hal iniaparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan

yanglebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut

dansebagainya.
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3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faklor

psikologis,meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan

bagi pribadiyang terkena dapat merupakan suatu pukulan

psikologis.62

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuanhukum

merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atauterdakwa dan

merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagitethadap kasus yang

aflcaman pidananya diatas lima tahun atau lebihatau yang diancam

dengan pidana mati.

fl Hak Memilih Sendtri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuanPasal

54 KUHAP tersangka dibolehkan unttrk menentukan danmemilih

sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.Tersangka

juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakanpenyidik

kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambarantentang

siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak adalatangan

apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yangdiberikan oleh

penyidik kepadanya.

g) HokMendapatkan Bantuan Hulam Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yangberbunyi

sebagai berikut;

u2. Erni Widhayanti. 1998. Eok-I{ak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAF, Yogyakarta

: Liberty, Halaman20.
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(l) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau

didakwamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati atauancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak

mampu yangdiancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang

tidakmempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutanpada semua tindak pemeriksaan dalam proses

peradilan waj ibmenunjuk penasihat bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk

bertindaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi

bantuannyadengan cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telahmengatur agar

tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-Cumabagi

mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belastahun atau

lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana Stahun atau

lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidakmampu

untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat

yangbersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang

akanmendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat lIulam

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada laranganbagi

mereka unfuk menghubungi penasehat selama haltersebut

tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yangberlaku. Hal

ini telah ditegaskan dalamPasal5T ayat(l) KUHAP,
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il Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja

selamakunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan

keamanantermasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya.

Diaturdalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka

atauterdakwa yaflg dikenakan penahanan berhak menghubungi

danmenerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan

kesehatanbaik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun

tidak".

j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menertmo

KunjunganKeluarga dan Sanak Ke luarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atasdirinya

terkadang tidak diketahui oleh keluargany4 disebabkan

ketikapenangkapan tedadi tersangka berada ditempat lain, maka

perludiberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas

diritersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP,

yangberbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak

diberitahukantentang penahanan atas dirinya oleh pelabat yang

berwenang, padasemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,

kepadakeluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka

ataupunorang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka

untukmendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi

penangguhannya".
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Selain itu tersangka berhak menerima kunjrrngan darikeluarganya atav

lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukumatau untuk

kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingankekeluargaan,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61KUHAP. Pasal 60

KIIHAP, berbunyi; "tersangka berhakmenghubungi dan menerima

kunjungan pihak yang mempunyaihubungan kekeluargaan atau

laiwrya dengan tersangka gunamendapatkan jaminan bagi

penangguhan penahanan ataupun untukusaha mendapatkan bantuan

hukum". Pasal6l KUHAP, berbunyi;"tersangka atau terdakwa berhak

secara langsung atau denganperantaraan penasehat hukumnya

menghubungi dan menerimakuqiungan sanak keluarganya dalam hal

yang tidak ada hubungannyadengan perkara tersangka atau terdakwa

untuk kepentingan pekerjaanatau untuk kepentingan kekeluargaan".

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankanuntuk

berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranyatermasuk

juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksaterlebih dahulu

oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalausurat tersebut

disalahgunakan. Terhadap surat yang didugadisalahgunakan, maka

surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yangbersangkutan akan tetapi

terlebih dahulu diberitahukan kepadatersangk4 kemudian surat

tersebut akan dikembalikan kepada sipengirim setelah terlebih dahulu
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diberi cap yang berbunyi 'telahditilik". Ketentuan tentang hak

berkirim surat ini, tercantum dalamPasal62 KUI{AP.

l) Hak Menerima Kuniungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalamPasal 63

KUIIAP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa

berhakmenghubungi dan menerima kunjungan dari

rohaniwan".Dengan ditahannya tersangka telah merampas

kemerdekaanatau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi

hubungannya dengandunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia

luar membuatnya tidakdapat menerima pengetahuan agama dari

rohaniwan, maka diberikanhak untuk mendapatkan kunjungan

rohaniwan agar jiwanya kuatsecara spiritual.

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa makamemiliki

hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecualipada kasus

yang memang harus tertutup untuk umum yang telahditentukan oleh

undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebihdahulu oleh hakim

unfuk umum, walaupun akhirnya hakimmenyatakan bahwa sidang

tersebut tertutup untuk umum.Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal64

KUHAP, yangberburyi; "terdakwa berhak untuk diadili di sidang

Pengadilan yangterbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU

No. 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi;
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"sidangpemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali

undan g-undangnenenfu kan lain".

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuaidengan

peraturan perundang-undangan dan untuk menghindaritindakan yang

dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidanguntuk umum

membuat masyarakat dapat melihat secara langsungproses

pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehinggamasyarakat

mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkanhukum

sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk

kontrolmasyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dansaksi

ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai

berikut;"tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan

danmengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian

khususguna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi

dirinya".

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangkaatau

terdakwa adalah merupakan bagran dari upaya pembelaanterhadap

diriny4 maka hak ini merupakan penegasan wujud hakpembelaan

terhadap tersangka. Kehadiran saksi a de charge dan saksiahli akan

dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian darisaksi a

de chnrge dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim
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danmempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling

tidakmeringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada

dirinya.

o) Hak UntukTidak Dibebani Kewaiiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidakdibebani

kewaj iban pembuktian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan inimerupakan

penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah Qtesumptionof

innounce). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban

pembuktiankarena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat

ditahanmasih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu

berlaku asassiapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk

membuktikan apayang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban

pembuktiandibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut

umum.

p) Hak Pemberian Ganti Kentgian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagaimanusia

biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja

dalammelaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan

kesalahanitu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat

tersangkaatau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak

untulcnemperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang
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jelekterhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama

baiknyasehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak

bersalah dantidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah

terjadi.Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan

rehabilitasimerupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi

tersangka tanpadasar hukum yang sah".63

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatursiapa yang

akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana).Diatur

dalarn Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berhunyi; "tersangkqterdakwa

atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karenaditangkap,

ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan laintanpa

a!-asan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukan bahwa

HukumAcara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana

tersangka tidaklagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan

kekuasaan dominan, tidak lagiberada pada legislatif melainkan

kekuasaan dominan tedetak pada kekusaanyudikatif dan selalu

mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas denganadanya

perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam

KUllAP.Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia,

termasuk hak asasitersangka. Dalam bidang hukum anra pidan4

ut. D.loko Prakoso. 1987. Potri sebogai Penyldik dolam Penqak*n Hahtm. Jakarta :

Ghalia lndonesia Halamau 23
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perlindungan terhadap hakasasi manusia itu telah diberikan oleh

negar4 misalnya dalam bentuk hak-hakyang dimiliki oleh tersangka

selama proses penyelesaian perkara pidanasebagaimana diisyaratkan

dalam ketentuan KUHAP.

c. undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep

bantuan hukum.e Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai Berikut :

Pasal 5 :

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan

rnemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan

martabat kemanusiaannya di depan hukum'

t2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari

pengadilan yang obyektifdan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentafl berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

kekhususannya.

Pasal 6 :

*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan IIAM RI, 2011, Penelitian

tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokad dalam memberikan Bantuan Hukum kepada

Masyarakat lakartao September 201 1.
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(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan

dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh

hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 17 :

"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan

mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,

perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas

dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acata yang menjamin pemerikasaan

yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

dan benar".

Pasal 18:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai

dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan

diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaanny4

sesuai dengan ketentuan perafuran perundnag-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau diiatuhipi&nA

kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undanganyang sudah ada

sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan makaberalaku

ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
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(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukumsejak saat

penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh

kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalamperkara yang

sama atas suatu perbutan yang telah memperolehPutusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Dan bantuan hukum yang dipandang sebagai salah satu hak asasi atau

dasar setiap orang, tentu harus diberikan Secara cuma-cuma, seperti halnya dengan

hak untuk hidup, hak untuk bekerja hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk

berpendapat dan berpikir. Negara mempunyai kewajiban untuk adanya

penyediaan bautuan hukum cumacuma bagi warga negara yang membutuhkan

demi pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan keadilan.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia selama ini didominasi oleh

kalangan masyarakat sipil atau LSM dengan segala macam keterbatasannya.

Sementara peran negara dan badan-badan peradilan tidak memberikan perhatian

penuh dari kurangnya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma ini kepada

masyarakat tidak mampu. Oleh karenanya, pembangUnan suatu sistem bantuan

hukum nasiOnal yang mampu memberikan akses bantuan hukum cuma-cuma

kepada masyarakat tidak mampU buta hukum dan marjinal kian mendesak dan

segera harus dilaksanakan. Gagasan ini teruS menerus diupayakan oleh

masyarakat sipil yang selama ini mendampingi dan memberikan bantuan hukum

cuma-cuma dan kalangan masyarakat sipil lainnya.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 27/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syahputra Aziz Pagar Nauli Nst - Analisis Hukum Terhadap Surat Pernyataan Penolakan....



76

D. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad

Dalam Bab VI tentang Bantuan Hukum cuma-Cum4 pada pasal22

dinyatakan:

- Ayat (1) Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-

Cuma kopada pencari keadilan yang tidak mampu.

- Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian

bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih laqiut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara ideal dapat di jelaskan bahwa bantuan hukum merupakan

tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu maka advokat di

tuntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber dayayang

di milikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum

secara cuma-cuma atauprobono. Pemberian banfuan hukum oleh

advokat bukan hanya di pandang sebagai suatu kewajiban namun

harus di pandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung

jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya

dertgan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. UU Advokat

telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk

memberikan bantuan hukum kasecara cuma-cuma sebagai bagian dari

kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban

profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang
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bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat di berlakukan

sanksi.65

E. Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bantuan Hukum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

terdapat pada Bab XI dalam Pasal56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa

hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara unfuk mendapatkan

bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat

dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya

yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga

masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia.tr Selanjutnya Pasal 56 ayat Q) menjelaskan fiegare menanggungbiaya

perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan

bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari

keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Baotuan Hukum sebagai landasan

LIUBH jo. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intemational

Contenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-

hak Sipil dan Politik).67

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-

undang RI No. 48 Tahun 2O0g l,afiang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

65 . https://errymeta.wordpress.com/artikeVartiklel-umum/kedudukan-pemberi-bantnn-
hukum-dalam-undang-undang-nomor- 1 8-tahun-2003-tentang-advokat/

66 . httpl I arenahukum.ub.ac.id/index.php/aren al arlicle/view I 208/206
u'. Ibid
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a) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakanorang (asas persamaon di muka hukum), Pasal 4UU No. 48

Tahun 2009;

b) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,

mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan

atas dirinya, tercantum di dalam Pasal 6 ayat Q) UU No. 48 Tahun

2009;

c) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of

innounce),tercantum di dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 20A9;

d) Hak rehabilitasi, tercantum di dalam Pasal9 UUNo.48 Tahun 2009;

d) Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2049;

d) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 13UU No.

48 Tahun 2009;

0 Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan

ataupenahanan, tercantum dalam Pasal 56 dan Pasal lTIJIJ No' 48

Tahun 2009.

Pasal 56 :

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan

hukum.
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(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu.

Pasal 57:

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada

pencari keadilan yang tidak 
.mampu 

dalam memperoleh bantuan

hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan

terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan.

Dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 tersebut jelas bahwa perlu

dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum.

Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis

perlunya bantuan hukum diatur secara khusus. Sebab bantuan hukum

bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh pihak manapun.

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam konteks

menegaskan secara paradigmatik bahwa bantuan hukum bukan

sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara profesional

dengan tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara

pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum. Banfuan

hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk
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memberikannya. Posisi negara seharusnya menjadi sangat penting dan

urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam menjamin hak warga

negara unfuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang

dijamin konstitusi.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Umum.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga

perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Undang-Undang No. No. 2 Tahun 1986, dimana teriadi perubahan

pertama Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-

Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum perlu dilakukan karena

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan

ketrtanegaruan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

t945.

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting

untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang-undang

peradilan umum mengatur dalam Pasal 688 yang menjelaskan bahwa bantuan

hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan

biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara.

Undan-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal

688:
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c. setiap oftrng yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan

hukum.

D. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu.

E. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat

domisili yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 68c menyebutkan pembentukan Pos Bantuan

Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang

tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya

memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Umum Pasal 68C:

(1) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk

pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan

hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap

perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Wadah bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu atau

orang miskin dalam membayar jasa Advokat yang sedang mengalami masalah
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hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat di Pengadilan adalah Pos

Bantuan Hukum yaitu dimana ruang yang disediakan oleh dan pada setiap

Pengadilan bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada Pemohon Batuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan

hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum,

memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Bantuan Jasa

Advokat adalahjasa hukum sec&ra cuma-clrma yang meliputi menjalankan kuasa

yang meliputi mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum

lain berdasarkan peraturan perundang-undangan unfuk kepentingan Pemohon

Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh

Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.68

G. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan lfukum.

Undang - undang ini terdiri dari sebelas bab dan dua puluh lima pasal.

Adapun pengertian dari bantuan hukum berdasar pada undang * undang ini adalah

terdapat dalam pasal 1 angka I yakni ," Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum''. Bila kita amati bantuan hukum pada esnsinya adalah sebuah

bantuan hukum.n Namun dalam penjelasan dari undang - undang sendiri tidak

dinyatakan mengenai pengertian dari jasa hukum itu sendiri.

Lahirnya Undang-undang tentang Bantuan Hukum telah dinarrtikan

oleh sebagian besar Pemberi Bantuan Hukum di Indonesiq karena undang-undang

u'. Kelo*pok Kerja Paralegal, Working Paper: Kritisi RUndang'Undang Banluan
Hukum dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal funpowerment), Jakarta hal.

25.
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tersebut dinilai sebagai kejelasan suatu aturan khusus tentang bantuan hukum

yang berorientasi pada perubahan sosial dimana memperhatikan jaminan hak

konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan

hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, juga merupakan

perlindungan hak dan kewajiban para pelaksana bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum lahir atas pertimbangan Pasal 20

UtiD 1945 yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum

merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas RUU Bantuan

Hukum, tiap anggota DPR berhak mengajukan usul terhadap RUU Bantuan

Hukum Pasal2l UIJD 1945. Terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum yang

telah disahkan yaog merupakan persetujuan dari DPR dan Presiden, berarti

Negara harus lebih fokus bahwa kewenangan yang berkaitan dengan bantuan

hukum harus menggunakan Undang-Undang Bantuan Hukum, bukan merupakan

kewenangan Judikatif lagi seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Peralihan

pada Bab X pada Pasril 22 sampai 23 bahwa penyelenggaruan dan arrggaran

bantuan hukum dari MA, Polri, Kejaksaan, dan instansi lainnya tetap

dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 27 ayat (l) UUD 1945 menyatakan persamaan kedudukan

hukum dimana antarakaya dan miskin yang bermasalah hukum telah dilindungi

dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pasal 28d ayat (1) UUD 1945

mengakui hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan hukum yang sama pada tiap orang sebagaimana telah di
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isyaratkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pada Pasal 12 yang memuat

Penerima Bantuan Hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah

hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai aturan.

Pasal 28h ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaatyang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dalam Undang-

Undang Bantuan Hukum tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima

Bantuan Hukum, dimana terdapat ketentuan Bab VI Pasal 14 sampai 15 Undang-

Undang Bantuan Hukum dipermudah dalam aturan khusus pada Pasal 7 ayat Q)'

Pasal 8 sampai Pasal l0 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 terhadap

terhadap pemohon yang tidak dapat tulis baca dan tidak memiliki identitas

kependudukan.

Pasal 28i ayat (4) UUD 1%5 menyatakan perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab fiegafa,

terutama pemerintah, dimana melalui Undang-Undang Bantuan Hukum

pemerintah fokus terhadap masyarakat miskin dan buta hukum dalam menjamin

perlindungan hukumnya. Pasal 28i ayat (5) ULID 1945 dalam meinjamin

perlindungan hak asasi manusia maka dituangkan dalam peraturan peundang-

undangan mengenai bantuan hukum sebagaimana pada Bab Itr Pasal 6 sampai

Pasal T menyatakan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini

Menteri Hukum dan Ham melalui BPHN dan Kemenkumharn yang bertugas

menyusun kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum berupa penetapan standar,

aiggaran,laporan pelaksanaan guna dipertanggung jawabkan ke DPR. Menteri
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dalam melaksanakan tugas berwenang mengawasi dan memastikan terhadap

segala pelaksanaan bantuan hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi

sebagai kelayakan Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,

ketentuan sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang

Bantuan Hukum.

Secara garis besar dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini

mengatur tata carapemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang

menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi

syarat sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum berhak melakukan

rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum

dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi yaitu

berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, program kegiatan lain yang

berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di luar pengadilan dan litigasi

berupa beracara di sidang pengadilan yaitu termasuk mengeluarkan pendapat

pernyataan dalam membela perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai masalah pemberian bantuan hukum oleh aktifis non Advokat yang

dirasa kurang, guna menjaga kualitas Pelaksana Bantuan Hukum maka

pemerintah telah mengeluarkan Permenkumham No. Z2TahunZAI3 pada Pasal 3-

8 Standar Bantuan Hukum Litigasi, Pasal g-25 tentang Standar Bantuan Hukum
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Nonlitigasi, Pasrrl 26-29 tentang Standar Pelaksana Bantuan Hukum, dan Pasal

30-48 mengenai Standar Pemberian Bantuan Hukum.

Pengaturan bantuan hukum yarlg telah diahr dalam peraturan

perundang-undangan ini menu4iukkan bahwa adanya upaya untuk memberikan

keadilan bagi orang miskin selaku penerima keadilan.Adanya suatu prodak hukum

juga membawa implikasi bahwa adanya suatu kepastian hukum tentu akan

berimplikasi pada andanya perlindungan hukum tidak hanya bagi ralcyat miskin

yang sering terpinggirkan saja haknya melainkan juga kepada pemberi hukum

juga. Munculnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diharapkan dapat

membawa perubahan pada presepsi orang yang menganggap hukum hanya dapat

diberikan kepada or.ulg yang mampu saja,mampu dalam hal financial dan

kekuasaan.Melainkan hukum juga dapat dinikmati bagi rnereka yang kurang

dalam hal finasial hal ini sesuai dengan bunyi pasal I anga I mengenai pengertian

bantuan hukum itu sendiri yang menyebutka kata " sia - sia".

H. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan

tata cnrt Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan

Hukum.

Peraturan Pemedntah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

Tentang Syarat danTata Cara Pemberian Bafltuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum adalah peraturan yang dibuat psmerintah guna keperluan

pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam Peraturan Pemerintah No- 42 Tahun 2013
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ini diundangkan pada 23 Mei 2013 yang secara garis besar memuat sebagian

ketentuan-ketentuan yang telah dibahas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun

2011 Tentang Bantuan Hukum.

Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang

sama mengelualkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

lndonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan Msnteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 ini diundangkan pada20

Juni 2013 dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketenf,ran Pasal 17,

Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 3l ayat (3) Peraturan Pemerintah

No.42 Tahun 2013.

PP No.  ZTahun 2013 Pasal 17 tentang standar pemberian bantuan

hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013 Pasal 1 sampai Pasal 36

nlenyatakan bahwa standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan

pemberian bantuan hukum yang ditntapkan oleh Menteri. Standar bantuan hukum

pada Pasal 2 meliputi standar bantuan hukum litigasi, standar nonlitigasi, standar

pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, standar pelaporan

dan pengelolaan anggaran.

Standar litigasi pada Pasal 3 Permen 22Tahrxr 2013 dibedakan dalam

perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pemberian Bantuan Hukum pada

Pasal 4 dilakukan oleh Advokat berstatus sebagai pengurus atau yang direkrut

oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 5 bahwa
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penerima adalah tersangka atau terdakwa, tahapan pemberian dimulai sejak

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan atau upaya

hukum. Pada perkara perdata Pasal6 menjelaskan penerima adalah penggugat dan

tergugat.

standar nonlitigasi pada Permen ZT.Tahun 2Al3 Pasal 9 dimana

pemberi dapat dilakukan oleh Advokat, patalegal, dosen dan mahasiswa FH-

Nonlitigasi berupa pemberian penluluhan, konsultasi, investigasi kasus, penelitian

hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakaf pendampingan diluar

pengadilan, drafting dokumen hukum.

PP No. 42Tahun 2013 Pasal 23 ayat (4) tentang tata cara pengajuan

rencana anggaran bantuan hukum ditetapkan dalam Permen No. 22 Tahun 2013

Pasal 37 sampai 41 menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum mengajukan

rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala

Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN. Pengajuan

tersebut dengan menyerahkan formulir proposal pengajuan afiggatan dengan

memuat identitas Pemberi, nama, tujuan, deskripsi progtam, target pelaksanaan,

output yang diharapkan, jadwal pelaksanaan, dan rincian biaya program.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2014 tentang Pedoman

Bagi Masyarakat tidakMampu di Pengadilan'

Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum kini sudah tidak berlaku. Ini setelah pada 9 Januari 2014 lalu

Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali menetapkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014

I
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tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan. Perma ini berlaku sejak diundangkan, yaitu l6 Januari2014.

*MA dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh

keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak

mamprL" demikian salah satu pertimbangan Ketua MA menetapkan Perma

tersebut

Ruang lingk"p layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di

pengadilan yaug diatur di Perma IDAI4 terdiri dari layanan pembebasan biaya

perkara" penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan

posbakum pengadilan.

Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum

di pengadilan menurut SEMA 10/2010. Pada SEMA yang ditetapkan pada 30

Agustus 2}rc itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo,

penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum.

Meski dari segi ruang liagkup bantuan hukum tidak berbedajaufu dua

produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan. Daya ikat SEMA pada

dasamya lebih ke intemal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda

dengan Perma juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan

badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P Panggabean, SEMA merupakan

edaran pimpinan MA ke seluruh iaiarun peradilan yang berisi bimbingan dalam
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penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Perma

adalahbentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum u"ara.u'

Perbedaan lainnya, pengatman mengenai bantuan hukum di SEMA

10/2010 dibedakan per lingkungan peradilan.Tata caru dan mekanisme pemberian

bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam Lampiran A dan Tata cara dan

mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran

B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata

usaha negafidisesuaikan dengan ketentuan yangada di Lampiran B.

sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat

tidak mampu di Perma UAAA tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan.

Baik peradilan umum, peradilan agema maupun peradilan tata usaha negara

menggunakan peraturan yang sama.

Digantinya SEMA t}/}Arc dengan Perma lnAI4 membawa

perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal

mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkaru atau bisa disebut

dengan perkara prodeo.To

Mengacu kepada SEMA rc/2010, masyarakat yang ingin beqperkara

secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) dari kepala desa, Iurah, atant pejabat yang setingkat dengan itu.

Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminafl Kesehatan Masyarakat

6e . hftp://pa-punvorejo.go.id/web/perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-
dipermudah/

'0. Ibid
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(Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak

mampu membayar biaya perkara.

Berikutny4 dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan

surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu,

majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk

memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau

tidak.

Jika permohonan ifu dikabulkan, maka proses berperkara secara

prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika jika permohonan itu tidak

dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya

perkara dalam jangka waktu l4hai setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak

dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma l/2014, mekanisme

pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara

secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau

dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mempu

membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gagatanlpemrohonannya ke

pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu

putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya ufihlk mendapatkan

pembebasan biaya perkara dikabulkau atau tidak.
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Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua

pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan

pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan

panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan

pertimbangan untuk memutuskan alakah permohonan pembebasan biaya perkara

itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan

mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika

permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Aturan hukum yang mengatur pemberian Bantuan hukum dalam

proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, jika dikaji dari 4

proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B.

Seidman sebagaimana yang telah diuraikan sebelumny4 dapat dituqiukan dalam

uraian di bawah ini :

L Proposisi pertama yang menyatakan bahw4 terdapat proses dari pemerintah

terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaltu, dengan

mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aklivitas yang diinginkan

melalui sebuah peraturan hukum, maka, dalam pelaksanaannya, pemerintah

(badan legislatif) telah membentuk berbagai Peraturan Perundang-undangan

yang mengatur mengenai bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan

ini dibentuk sebagai sarana untuk mendorong atau mempengaruhi kegiatan

atau aktivitas yang diinginkan, yakni mendorong atau mempengaruhi

kegiatan atau aktivitas untuk dapat terlaksanailya atau terselenggarunya

bantuan hukum di tndonesia. Peraturan Perundang-undangan yang harus
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diterapkan atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan

bantuan hukum dalam perkara pidan4 khusus pada tahap pemeriksaan

tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan, adalah :

a. KUHAP (berlaku bagi semua aparut penegak hukum).

b. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

(dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Undang'undang 
'ini 

harus

diterapkan atau dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau

organisasi kemasyarakatan).

c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

(dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Peraturan Perundang-

undangan ini harus diterapkan atau dilaksanakan oleh Lembaga

Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan).

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang

dikeluarkan padatanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan lJmumo beserta

dengan petunjuk pelaksanaannya yakni, Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor : l/dju/ot Al3lviii/2011 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

lndonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

Larnpiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan IJmum, (dalam

penyelenggaraan bantuan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung dan
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Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini harus

diterapkan atau dilaksanakan oleh hakim dan advokat yang berada di

wilayah Pengadilan Negeri).

2. Proposisi kedua, yang menunjukkan adanya perluasan konsep norma dapat

diketahui bahwa, dalam pelaksanaanny4 juga dapat ditemukan perluasan

konsep nonna dengan adanya peringatan/desakanlketentuan petunjuk

sebagai upaya agar dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan

mengenai bantuan hukum. Peringatan/desakan/ketentuan petunj uk ini pada

umumnya berasal dari internal atau dalam institusi atau lembaga tersebut.

3. Proposisi ketig4 yang menunjukkan adanya arena pilihan dan timbal balik

(feedback) dalam pelaksanaan hukum, dapat diketahui bahwq timbal balik

(feedback) merupakan hal yang penting dan dapat menimbulkan perubahan

hukum. Pelaksanaannya, timbal baltk (feedback) masih belum dirasakan

maksimal karena berbagai faktor penghambat yang mempengaruhinya, salah

satunya yakni karena sulitnya akses dalam penyaluran aspirasi atau

penyaluran reaksi mereka terhadap hukum.

4. Proposisi keempaf yang menunjukkan bahwa kategori pembuat hukum

sebagai proses pembuatan hukum dan hakim sebagai proses-proses

penerapan atau pelaksanaan hukum, dapat diketahui bahw4 dalam

pelaksanaanny4 legislatif sebagai pembuat hukum dikategorikan dalam

proses pembuatan hukum atau pembentukkan hukum. Hakim sebagai

pelaksana hukum beserta dengan aparat penegak hukum lainnya

dikategorikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan hukum.
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Robert B. Seidman juga menambahkan bahwq tetdapat penyesuaian-

ukuran dorongan/ukuran penyesuaian-dorongan yang dapat ditujukan langsung

pada pemegang peran, untuk mengubah kendala dan sumber daya lingkungan,

atau mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan atau bujukan moral.

Pelaksanaannya, dapat diketahui bahwa, penyesuaian'ukuran dorongan/ukuran

penyesuaian-dorongan yang berupa sebuah pendidikan atau bujukan moral yang

dimasukkan ke dalam no(mq yang ditujukafl langsung kepada pemegang peran,

menjadi safana untuk mengubah kendala dan sumber daya lingkungan, atau

mengubah persepsi pemegang peran agar peraturan tersebut dapat dijalankan atau

dilaksanakan. Pendidikan atau bujukan moral telah ada dalarn setiap tahap

pelaksanaan bantuan hulorm dalam perkara pidana di Polrestabes lVledean.

Pendidikan dan bu$ukan moral ini sangatlah penting karena moral

merupakan nilai yang penting dalam penegakan hukum. H.M. AgUs Santoso

menyatakan bahwa, "}.{orma moral merupakan tangga untuk mencapai keadilan

dan keadilan itu biasanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian

antara hukum, moral, dan keadilan merupakan mata rwfiai yang sangat penting

untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakaf '71

Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan uraian empat

proposisi yang digambarkan dalam diagram tentang teori bekerjanya hukum atau

berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, dapat diketahui model bekerjanya

,,. H.M. Agus Santoso,2Ol2, Hukutu, Moral & Keadilan,K€ncana Prenada Media Group,

Jakarta, halaman 95.
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atau berlakunya hukum dalam "the law in Qction" yang menunjukkan law

implementing processes. Diagfam ini menunjukkan adanya proses pembuatan

hukum (law making processes) dan proses pengimplementasian hukum (aw

imple me nting pro ces se s). Satj ipto Rahardjo mengemukakan bahwa,'?embuatan

hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia

merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan

yang diatur oleh hukum".1z Satjipto Rahardo juga menyatakan bahw4 tahap

pembuatan hukum juga harus disusul oleh pelaksana.Innya secara konkrit. Inilah

yang dimaksud dengan penegakan hukum.73

Robert B. Seidman menggambarkan teori ini dengan sebuah diagram

yang dapat menunjukkan proses pengimplementasian hukum. Berdasarkan

diagram tentang teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B.

Seidman, dapat dipahami bahwa:

a. Tahap proses pembentukan hukum (law mahing processes) akwt

terbentuk sebuah peraturan hukum (rule). Peraturan ini merupakan

sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau

akiifitas yang diinginkan dan juga akan memberitahu tentang

bagaimanaseseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.

b. Peraturan (rule) tersebut ditujukan kepada pemegang petan (role

accupant) yang dituqiukkan dengan garis lurus, selain peraturan juga

terdapat sebuah kebijakan (policy) yang merupakan sebuah perluasan

konsep nofina yaflg ditujukan kepada pemegang peran untuk

". Satlipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung halaman 186.

".lbidhalaman 191.
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memasukkan atau menyertakan peringatan/desakanlketentuan

petunjulq yang ditunjukkan dengan garis bergelombang.

c. Muncullah timbal balik ffeedback) dari pemegang peran kepada

pembuat hukum sebagai sebuah respon dari ditujukannya peraturan

(rule) atau kebijakan (policy). Respon ini merupakan sebuah reaksi

tertentu terhadap hukum yang ditujukan kepada pemegang peran,

selain itu juga muncul timbal balik (feedback) yang menuqiukkan

bagaimana pemegang peran akan bertindak, apakah akan menerima

atau tidah melaksanakan atau tidak peraturan yang ditujukan

kepadanya. Tahap atau dalam proses ini terdapat arena pilihan (arena

of choice) yang harus dipilih oleh pemegang peran. Pemegang peran

akan bertindak menurut pilihannya.

d. Ketika pemegang peran menerima dan mau melaksanakan peraturan

yang ditujukan kepadanya maka terjadilah proses pelaksanaan hukum

(law tmplementing processes), dalam proses ini terdapat sebuah

ukuran penyesuaian atau dorongan (corlformity-inducing measures)

yang ditujukan kepada pemegang peran. Ukuran penyesuaian atau

dorongan (conformity-inducing measures) dapat berupa sebuah

tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah persepsi pemegang

peran melalui pendidikan dan bujukan moral. Hal ini merupakan

sebuah upaya dalam mendorong dilaksanakan peraturan dengan baik.

e. Tahap atau dalam proses pelaksanaan hukum (trw implemenling

processes) ini juga terdapat timbal balik (feedback) yang ditujukan
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kepada proses pembuatan hukum. Timbal balik (feedback) ini

sangatlah penting sebagai langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan

peraturan. Adanya timbal balik $eedback) juga menunjukkan suatu

hubungan yang tidak terputus dengan proses yang lainnya, sehingga

timbal balik (feedbock) sangatlah penting dalam proses bekerjanya

hukum atau berlakunya hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan tindak Pidana

Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Medarq jika dikaji dari Robert B.

Seidman dapat diketahui dan dipahami. Pada tahap pemeriksaan Tersangka di

tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan, Penyidiklah yang berperan dalam

pemberian bantuan hukum dengan menuqiuk dan menyediakan penasihat hukum,

sehingga dalam tahap ini dikhususkan pada proses penerapan KIIHAP dalam

penyelenggaraan bantuan hukum, yang dilaksanakan atau diterapkan oleh

penyidik. Hasil penelitian jika dikaji dari diagram yang menggambarkan teori

bekedanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat

diketahui proses hukum dalam pelaksanaannya :

a. Tahap proses pembentukan hukum (la* making processes)

terbentuklah KUI{AP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di

Indonesia. KUIIAP telah mengatur beberapa ketentuan dalam

penyelenggaraan bantuan hukum yang harus diperhatikan dan

dilaksanakan oleh penyidik, sehingga menjadi pedoman penyidik

dalam pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka

di tingkat penyidikan. KUIIAP juga merupakan sarana pendorong
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terselenggaranya bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di

tingkat penyidikan"

KLIHAP ditujukan kepada penyidik sebagai pemegang peran {role

accupant), yang dituqiukkan dengan garis lurus, selain itu juga

terdapat sebuah kebijakan (policy) yang merupakan sebuah perluasan

konsep oorna yang ditujukan kepada penyidik untuk memasukkan

atav menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petuqiuk dalam

pelaksanaan bantuan hukum, yang dituqiukkan dengan garis

bergelombang. Kebijakan (policy\ ini diberikan sebagai upaya

mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum" 
\

Penyidik dalam pelaksanaannya akan menerima dan melaksanakan

ketentuan-ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP, berdasarkan

keyakinannya bahwa KUHAP adalah hukum acara pidana yang

berlaku dan harus dilaksanakan dan pemberian bantuan hukum adalah

prosedur dalam hukum acaru pidana yang wajib dilaksanakannya.

Tidak ada timbal balik {feedback) dari penyidik kepada pembuat

hukum dalam pelaksanaannya.

Ketika penyidik mau menerima dan mau melaksanakan KUIIAP maka

tedadilah proses pelaksanaan hukum (low implementing processes).

Terdapat sebuah ukuran penyesuaian atau dorongan (conformtty-

inducing measure$ pada proses ini yang ditujukan kepada pemegang

peran. Ukuran penyesuaian atau dorongan (conformity-inducing

measures) dapat berupa sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk

c.

d.
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mengubah persepsi pemegang peran melalui pendidikan dan bujukan

moral. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam mendorong

dilaksanakan peraturan dengan baik.

pendidikan dan bujukan moral sebagai sebuah tindakan untuk

mengubah persepsi penyidik untuk dapat mengoptimalkan

dilaksanakannya bantuan hukum dalam proses Penyidikan Tindak

Pidana. Pendidikan profesi yang ditempuh oleh penyidik juga

memberikan pemahaman untuk melaksanakan bantuan hukum sebagai

amanat dari KUIIAP. Bujukan moral juga menjadi hal penting dalam

hal ini. Aspek kesadaran moral dan iosial juga mempengaruhi

penyidik dalam memberikan bantuan hukum. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi (Anggota Sat. Reskrim Unit

Satu Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan), yang dilakukan pada

hari Senin, tanggal 17 April 20L7, mengenai pendidikan profesi di

Polrestabes Medan menyatakan bahwa, "Mengenai pendidikan

profesi, diberikan pelatihan dasar penyidikan tentang tindak pidana.

Dalam pelatihan ini penyidik akan mempelajari KUIIAP sebagai

hukum acara pidan4 termasuk mengenai bantuan hukum. KUHAP

adalah pedoman dalam penyidikan yang harus dilaksanakan oleh

penyidik". Aiptu J.E Sianturi juga menyatakan bahwq *Tentu saja

aspek kesadaran moralitas dan sosial juga menjadi dasar dalam

pemberian bantuan hukum". Atas dasar inilah ketentuan mengenai

bantuan hukum dalam KLJ}{AP diterima dan dilaksanakan.
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e. Tidak terdapat timbal balik (feedback) dalam pelaksanaannya, yang

diberikan dari penyidik kepada pembuat peraturan (badan legislatif).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dedhi Supriadi (Anggota

Reskrim Penyidik di Polrestabes Medan), yang dilakukan pada hari

selasa, tanggal 18 April 2017., mengenai timbal balik (feedback) ini

Aipda Dedhi Supriadi menyatakan bahwa, "Saya selaku penyidik di

Polrestabes Medan tidak pernah mengikuti atau dilibatkan dalam

diskusi publik atau kegiatan lainnya dalam hal pengkajian Peraturan

Perundang-undangan yang akan atau telah berlaku, sehingga tidak ada

akses untuk menyalurkan aspirasi terhadap Perundang-undangan yang

kurang baik.

Tidak terdapat timbal balik {feedback) dalan pelaksanaannya tentu

merupakan hambatan dalam upaya mencapai pembentukan peraturan

perundang-undangan yang lebih efektie responsif, dan komprehensif,

serta untuk mencapai pelaksanaan hukum yang lebih baik lagi. Tidak

adanya timbal bahk $eedback), menga?ibatkan hubungan ini menjadi

terputus dan menunjukkan penerapan peraturan perundang-undangan

yang kurang baik.

Penyelenggaraan proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-

prinsip keadilan di dalamnya, untuk mengetahui pelakanaan bantuan hukum bagi

perkara pidana di Polrestabes Medan telah mencerminkan keadilan atau tidalq

perlu dikaji dari priqsip-prinsip keadilan dalam teori keadilan dari John Rawls.
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Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami bahwa, menurut

John Rov,ls prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni :

1. Harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-

institusi dan praktik-praktik institusional.

2. Harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-

kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidak adilan yangada.

Prinsip pertama, prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret

tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional. Penilaian

ini harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian secara konkret dalam

pelaksanaannya atau secara praktek di institusi-institusi dan praktik-praktik

institusional yang telah dilaksanakan. Hal ini telah diuraikan dalam pembahasan

sebelumnya yang menunjukkan secara praktek implementasi bantuan hukum bagi

Tersangka di Polrestabes Medan, pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat

penyidikan pelaksanaan hak untuk tidak menjawab dalam Mtranda Warntng

dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan belum

dapat diterapkan dengan baik dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada

tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (ima) tahun

atau lebih.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada beberapa

aspek yang belum memenuhi prinsip keadilan atau belum dapat mencapai

keadilan, sehingga penilaian berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan
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bahwa masih ada prinsip-prinsip keadilan dalam aspek-aspek tersebut yang belum

dipenuhi (belum adil).

Prinsip kedua menentukan bahwa, prinsip-prinsip keadilan harus

membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebiiakan dan hukum

untuk mengoreksi ketidak adilan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan

penilaian pada prinsip keadilan yang pertama tentu dapat memberikan masukan

yang baik dalam meningkatkan dan mengcfektifkan pelaksanaannya, sehingga

pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan bisa

diselenggarakan lebih baik lagi. Berdasarkan prinsip keadilan yang pertama

tersebut, dapat diketahui bagaimana penilaian dalam pelaksanaan bantuan hukum

bagi Tersangka di Polrestabes Medan, selain itu juga dapat ditemukan berbagai

faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka di

Polrestabes Medan, sehingga dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan

sistem pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan due process of latv.

Kebijakan-keb[iakan untuk mengoreksi ketidak adilan ini juga dapat

memberikan manfaat. Manfaat ini khususnya dalam upaya untuk memperbaiki

serta meningkatkan sistem pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di

Polrestabes Medan. Prinsip kedua ini telah dapat diterapkan dalam upaya

mencapai due process of law dalam penyelenggaraan bantuan hukum dalam

perkara pidana di Polrestabes Medan.

Tidak semua tersangka dan terdakwa dalam prakteknya memperoleh

haknya secara penuh. Khusus di tingkat penyidikan di Polrestabes Medan,

walaupun haknya belum semuanya terpenuhi, tersangka tetap dilakukan
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pemeriksaan. Praktekny4 walaupun tanpa hadirnya advokat, pemeriksaan

tersangka dalam proses Berta Acara Pemeriksaan tetap berjalan. Sebagaimana

dinyatakan oleh Aipda Dedhi Supriadi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik

Pembantu di Polrestabes Medan), bahwa saat tersangka di BAP, tersangka akan

Iangsung dilakukan pemeriksaan walaupun tanpa adanya advokat. Proses BAP

tetap berjalan walaupun tanpa kehadiran advokat. Hal ini menunjukkan bahwa,

tersangka diperiksa sebelum memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan

pembelaannya, hal ini terjadi pada pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di

Polrestabes Medan.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan di

Polrestabes Medan menunjukkan masih dapat ditemukan penyimpangan-

penyimpangan, yffiE patut diperhatikan adalah :

a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat

dinikmati tersangka pada saat pemeriksaan tambahan bukan pada saat

pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan tetap berla4iut walaupun tanpa

hadirnya advokat.

b. Tidak dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan awal

yang telah dilakukan tanpa hadimya advokat.

c. Pelaksanaan hak untuk tidak menjawab dalam Miranda Warning dalam

pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polreskbes Medan

belum dapat diterapkan dengan baik.

d. Kondisi bahwa bantuan hukum belum dapat diakses dengan

kemudahan-kemudahaq sehingga tidak semua tersangka yafrg
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membutuhkan bantuan hukum dapat menikmati haknya untuk

memperoleh bantuan hukum.

e. Tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka yang melakukan

tindak pidana dengan ancaman pidana di 5 (lima) tahun atau lebih.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, bantuan hukum di Polrestabes

Medan belum mendapatkan haknya secara penuh terkait dengan pelaksanaen

bantuan hukum.
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BAB tII

FAKTOR PEN{Y E BAB TERJADINYA PENGGUNAJ{Y SLTRT{T

PERI..]YATAAN PEI..{OLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HIIKTII\,I

PADA SAAT PENYMIKAN TINDAK PIDANA

A. Faktor hukum itu sendiri

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan

Hukum masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu

saja menghambat pelaksana.an Bantuan Hukum terhadap tersangka, undang-

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUI{AP) merupakan ahtran-attxan bagaimana prosedur pemeriksaan seorang

yang disangka melakukan tindak pidana hingga ia diputus/diponis di pengadilan,

didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka yang wajib dihormati, dan dipenuhi

oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka

berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak

tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP jo Pasal 56 ayat (1) KIIHAP.

Pasal Ll4 KUHAP menyatakan "Dalam hal seorang disangka
melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh
penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya
untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya
itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 KUHAP".
Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "Dalam hal tersangka atau
terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancama pidana lima belas tahun atau

lebiuh atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
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pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan

dalam pfoses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi

mereka".

Melihat pasal diatas, bahwa hak didampingi Penasehat hukum itu

wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak

tersangka dan menunjuk penasehat hukum baginya agar ia didampingi ketika

diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (l) KUIIAP, namun disisi lain KUHAP tidak

mengatur sanksi jika hak itu tak dipenuhi oleh Penyidik.

Pasal 9 ayat 2 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakinnan sebenarnya sudah diatur bahwa pejabat yang dengan

sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fiielawan hukum dalam

perkara pidana dapat dijatuhi pidana flamun ketentuan tersebut tidak dijabarkan

lebih lanjut dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Karena tidak

adanya suatu kepastian hukum yang memuat sanksi bagi aparat penegak hukum

yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan prak;tek peradilan pidana maka

sering sekali terjadi berbagai pelanggaran di dalamnya khususnya pelanggaran

Bantuan hukum pada saat penyidikan perkara pidana yang terjadi pada tahap

penyidikan di Polrestabes Medan. Pejabat penegak hukum yang menurut hukum

mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak

tersangka sebelum menjalani proses hukum acaru pidan4 seringkali mereka

cenderung menghindari kewajibannya tersebut. Cata mereka menghindari

kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau

membodohi tersangka, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang

berkesan halus namun tidak jelas dengan mengatakaa kepada tersangka "apakah
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tersangka mempunl'ai penasehat hukum dan apabila tersangka tidak rnempunl'ai

penasehat hukum. apakah sanggup mefibayar penasehat hukum atau advokad

untuk rnendapingi pada saat pemeriksaan", sehingga tersangka pencurian dengan

kekerasan 1,ang pada umumnya masyarakat yang tidak mampu menjawab tidak

sanggup dan membuat Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum.

B. Faktor PenegakHukum

Masih ada sebagian Penyidik di Polrestabes Medan yang tidak

memahami hak-hak tersangka perlu dilindungi, hal ini terlihat pada saat Penyidik

di Polrestabes Medan melakukan Berita Acara pemeriksaan tidak menjelaskan

hak-hak tersangka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara ini, Penyidik Polri sebagai penegak hukunr hendaknya

mempunyai penegak hukum yang merupakan golongan panutan dalam

masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan .

Moralitas dan mentalitas aparat pada umumnya masih sangat sulit

diperbaiki, karena hal ini sangat berkaitan dengan faktor kondisi lingkungan

kehidupan aparut penegak hukum yang banyak mendorong kearah tindakan

negatif, misalnya kebutuhan ekonomi, atau gaji yang sangat jauh dari cukup,

sehingga memaksa petugas mencari incorne tambahan. Kondisi ini juga dipacu

dengan faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegakan hukum

yang pada umumnya sangat keciltkurang memadai sehingga memaksa petugas

untuk mencukupi dana operasional dari sumber lainnya dimana hal ini akan

bermuara kepada penyimpangan atau hal pembebanan kepada para korban atau
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tersangka. Selain itu kebiasaan sebagaian lvarga masyarakat yang cendrung

mempengaruhi aparut untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalant

menyelesaikan masalah penegakan hukum dengan sendirinya juga sangat

menghambat perbaikan moral dan mental apatat hukum. Dari aspek

profesionalitas, seirino dengan lahimya peraturan perundang-undangan baru yang

cukup banyak dan kompleks, dengan sendirinya membutuhkan waltu yang tidak

singkat untuk proses sosialisasi baik bagi masyarakat ataupun bagi aparat penegak

hukumnya sendiri. Oleh karenanya peratrxan perundang-undangan yang baru

disahkan helum tentu diterapkan secara efektif, karenanya masih membutuhkan

proses pemahaman dan pelatihan bagi aparut untuk menerapkannya.

C. Faktor Masyarakat

Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa

memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum

mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat

terhadap hukum itu kurang, hal ini terlihatjelas dari banyaknya tersangka dalam

kasus pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan yang tidak didampingi

Penasehat hukum.

Tersangka yang tidak mengerti hukum atau buta hukum tidak

mengerti jelas tentang proses penyidikan, sehingga tersangka cendrung mengikuti

proses penyidikan dengan apa adanyatanpa mempertanyakan apa saia hak mereka

sebagai seorang tersangka.
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Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan terjadinya penggunaan Surat Pernyataan Penolakan didampingi

Penasehat Hukum. Menurut Soerjono Soekanto, "Penegakan hukum berasal dari

masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh

karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi

penegakan hukum tersebut".74 Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau

pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan

bantuan hukum dalam perkara pidana di Polrestabes Medan. Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa :

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum,
terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan
petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu

akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan
dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut
pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur
maupun proses.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa :

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah

mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum
menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka

tidak mustahil bahwa perundang-rrndangan ditafsirkan terlalu luas

atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk
kurang menelaah perundang-undangan yang kadang kala tertinggal
dengan perkembangan di dalam masyarakat .... .'o

Soerjono Soekanto mengemukakan bahw4 "Disamping adanya

kecendrungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai

'0. Soe4ono Soekanto, Op.Cit., halaman 45
7s. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 46
76. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 54
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penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam

masyarakat yang mengart*an hukum sebagai tata hukum atau hukum positif

tertulis".77 Menurut Soerjono Soekanto :

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandanganatauanggapan bahwa

hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya

kecendrungan yaflg kuat sekali bahlva satu-satunya tugas hukum

adalah adanyakepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk
Iebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-

gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur
dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis

tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pad* lahirnya
perundang-undangan yang belum berlaku secara sosiologis.''

Mengenai faktor masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi

pelaksanaan bantuan hukum dalwrt perkara pidana di Polrestabes Medan,

sehingga masyarakat yang menjadi tersangka "melakukan penolakan didampingi

penasehat hukum dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan disebabkan" '?andangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang

berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan kurang percayanya terhadap

pelaksanaan bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum

dalam perkara pidana di Polrestabes Medan". Berdasarkan hal ini dapat diketahui

bahwa, pandangan masyarakat yang berujung pada sikap pesimisme, skeptis, dan

kurang percayanya terhadap pelaksanaan bantuan hukum tentu me4iadi salah satu

faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di

Polrestabes Medan.

77. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 55
78. Soerjono Soekanto, op.Cit., halaman 57
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E. Faktor Anggaran Dana

Anggaran dana sangat rnempengeruhi terlaksananya atau tidaknya

suatu program yang direncanakan, karena dengan tidak adanya dana yang

memadai maka suatu program tersebut dapat terkendala. Demikian juga dengan

progfam Bantuan Hukum kepada tersangka yang diancam hukuman diatas Iima

tahun penjara. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil penelitian bahwa

minimnya penasehat hukum yang disediakan di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

Minimnya jumlah penasehat hukum yang ada di Sat Reskrim

Polrestabes Medan disebabkan tidak adanya anggaran dana tetap untuk

membiayai penasehat hukum tersebut.Te

Dana yartg memadai sangat menunjang terlaksananya program

Bantuan Htkum terhadap tersangka yang diancam pidana diatas lima tahun

penjara guna menjalankan perintah undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 56 ayat (1)" Untuk

memberikan sedikit dana untuk penasehat hukum sebagai pengganti uang

transportasi si penasehat hukum, masing-masing Penyidik harus menyisihkan

dana penyidikan. Tidak adanya dana untuk membiayai penasehat hukum adalah

salah satu kendala besar dan merupakan asalan yang konkrit yang menyebabkan

minimnya jumlah penasehat hukum yang disediakan di Sat Reskrim Pokestabes

Medan.

7e. Watvancara dengan Aiptu J.E Sianturi, hari Senin, tanggal 17 April 2017, bertempat di

Sat Reskrim Polrestabes N{edan. Jl. HM. Said No. 1 Medan.
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Menurut Lawrence Meir Friedman berhapil atau tidaknya Penegakan

hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan

Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum : Dalam teori Lawrence Meir

Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau

tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan

oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yailg

mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan

hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmaru yaitu komponen

substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang

lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat

menentukan proses penegakan hukum dan kegagalanpada salah satu kornponen

akan berimbas pada faktor lainnya.so Faktor substansi, struktur, dan kultural akan

sangat menentukan proses penegakan hukum atau proses pelaksanaan banfuan

hukum bagi Tersangka di Polrestabes Medan.

Sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi

substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal stnrctute), dan budaya

hukum (legal culture), sebagaimana yaflg telah diumikan dalam landasan teoritis

mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem

inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidalq dan

ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi Tersangka di

Polrestabes Medaru dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono

to. Satlipto Rahardjo, 2A09, Penegakan Hukum; Suatu Tiniauan Soslnlogis, Genta
Publishing Jakarta, h. viii.
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Soekanto, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam landasan teoritis bahw4

masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faltor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya- Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana

atau fasilitas yang mendukung.penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor

kebudayaan.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya penggunaan'oSurat Pemyataar

Penolakan didampingi Penasehat Hukum" pada saat penyidikan di Polrestabes

Medan, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan

konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono

Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat

diklasifikasi dan dibedakan me4jadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal

substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

1. Faktor substansi hukum (legal substance)

Faktor substansi hukum (legal substance) dalam hal ini meliputi

Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyatakan bahwa, "Perafuran Perundang-undangan adalah perafuran

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibenfuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Peraturan

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang

meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang
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telah diatur dalam Pasal 7 ayat (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l2

Tahun 20 1 1 T entang Pem bentukan Peraturan Perundan g-Un dan gan.

Faktor substansi hukum (legal substance), sebagaimana yang telah

diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahw4 substansi hukum (legal

substance) tersusun dari peraturan-perafuran dan ketentuan mengenai bagaimana

institusi-institusi itu harus berprilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan

Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi

kepada faktor Undang-undangnya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono

Soekanto, Undang-undang dalam arti materiel adalah 'operaturan tertulis yang

berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerahyang sah".81

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa, "Di Indonesia yang mendasari

sub system-sub system sebagaimana tersebut di atas mengacu pada kodifikasi

hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUI{AP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang nomor 8 tahun IISL'.82

Selain itq Sidik Sunaryo juga menyatakan bahwa, "Dasar piliakan dari sistem

peradilan pidana yang kita miliki adalah tersebar dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada di bidang hukum pidana''.83 Selain berpijak pada

KUIIAP, dalam pelaksanaan bantuan hukum Tersangka di Polrestabes juga harus

tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur

mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam

pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan

8r. Soerjono Soekantq Op.Cithalaman 11.
8'. Sidik Sunaryo, 2A04, Kopita Selelda Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universias

Muhammadiyah Malang.
E3.rbidhalaman225
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tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan

tugasnya.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yaflg

mempengaruhi penegakan hukum dari faktor substansi hukum (Undang-IJndang)

ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang

mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang'undang.

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang.

3. Ketida\ielasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang
rnengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.s

Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik

seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih

mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat

pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan terhadap Tersangka. Berdasarkan

hasil wawancara dengirn Aiptu J.E Sianturi (Anggota Sat. Reskrim Unit Satu

Penyidik di Polrestabes Medan), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya

Penggunaan Surat Pemyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum, yang

salah satunya adalah faltor substansi hukum (legal swbstance) Aiptu J.E. Siantrni

mengatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ada saat

sekarang ini belum memuat sanksi kepada Penyidik apabila tidak mematuhi

undang-undang tersebut.

84. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 17.
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2. Struktur hukum (legol strueture)

Faktor struktur hukum (legal structure) dalarn pembahasan ini

meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum

dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan

oleh Soerjono Soekanto, '1.. yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang

tidak hanya mencakup lau, enforcement, akan tetapi juga peace maintenance".ss

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, "Faktor penegak hukum, yakni

pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum'.86 Pengkajian dalam

penelitian ini akan dikhususkan pada penyebab terjadinya Penggunaan Surat

Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum di Polrestabes Medan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan

yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal

dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan

penanggulangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan unfuk menempatkan diri dalam peranan

pihak lain derrgan siapa dia berinteraksi.

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,

sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

85. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 19.
86. Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 8.
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4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu

kebutuhan tettentu, terutama kebutuhan materiel.

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenamya merupakan pasangan

konservatisme.

Pembahasan mengenai strukfur hukum (legal structure) akan

dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak

hukum sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi (Anggota

Sat. Reskrim Unit Satu Penyidik di Polrestabes Medan), mengenai faktor penegak

hukum dari segi intemal, terjadinya Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan

didampingi Penasehat Hukum menyatakan bahwa, o'Mengenai integritas,

moralitas, idealisme dan profesionalitas Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes yang

melakukan Penyidikan masih perlu diperbaiki dan dapat meqiadi penghambat

yang mempengaruhi pelaksanaan Penyidikan perkara pidana di Polrestabes

Medan. Dalam prakteknya masih ada Penyidik yang melakukan BAP terhadap

tersangka tidak didampingi oleh Penasehat hukum, hal ini tentu menunjukkan

kurangnya integritas, moralitas, dan idealisme Penyidik yang seharusnya tidak

boleh dilakukan.

2) Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari

luar penegak hukum juga meliputi faktor srana atau fasilitas. Soerjono Soekanto

mengemukakan bahwq "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
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mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut antxa lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

seterusnya".8T

Menurut Aiptu J.E Sianturi, mengenai faklor penegak hukum dari segi

eksternal dan sarana atau fasilitas, yang menghambat dan mempengaruhi sehingga

Penyidik masih ada yang melakukan BAP terhadap tersangka tanpa didampingi

Penasehat Hukum di Polrestabes Medan menyatakan bahwa "Mengenai

pengawasan pelaksanaan bantuan hukum terhadap Tersangka di Polrestabes

Medan tidak ada kontrol dan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini masih

kurang. Mengenai sarana atau fasilitas, di Polrestabes Medan sama sekali tidak

ada anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum".

Mengenai faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau

fasilitas, yang menghambat dan mempengaruhi sehingga masih ada Penyidik yang

melakukan BAP terhadap Tersangka di Polrestabes Medan, adalah harus

mengajukan surat permohonan banfuan hukum kepada advokat yang tentunya

membutuhkan waktu. Jika pimpinan tidak ada ditempat tentu rnenjadi hambatan

karena dapat menghambat proses pembuatan surat permohonan bantuan hukum

tersebuf selain itu, jika tersangka ditangkap pada hari minggu atau hari libur,

sehingga tidak dapat langsung dibuat surat permohonan kepada advokat dan jika

advokat sedang berada diluar kota atau keluar daerah juga menjadi penghambat

dalam proses pennohonan bantuan hukum ini".

87. 
Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 37
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Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa" faktor penegak hukum

dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat dan mempengaruhi

pelaksanaan bantuan hukum, sehingga masih ada penyidik yang melakukan BAP

terhadap tersangka di Polrestabes Medan tanpa didampingi Penasehat Hukum dan

tidak ada kontrol dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, mengenai sarana

atau fasilitas di Polrestabes Medan sama sekali tidak ada anggaran dalam

pelaksanaan bantuan hukum, dan mekanisme yang kurang efisien dalam hal

permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum kepada

advokat.

3. Budaya hukurn (legal culture)

Faktor budaya hukum (legal culture) dalam pembahasan ini meliputi

faktor budaya hukum atau kebudayaan dan rnasyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya, budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu

padabagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara

bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau

menjauh daxi hukum dan dengan cara-cara tertentu. Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa:

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasamya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan kolrsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti)

dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai
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tersebut, hzimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencemrinkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.ss

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah,..Sikap-sikap dan

nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersam4 bersama-sama dengan

sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan

dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif'.8e

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahw4 budaya hukum

dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai

apa yang dianggap baik dan burutrq sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku

yang berhubungan dcngan hukum dan aparut penegak hukum, dan juga perilaku

dari masyarakat ifu sendiri yangteqadi secara berulang-ulang atau suatu elemen

sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur

umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Menurut Arptu J.E Siantur, mengenai budaya hukum yang dapat

menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan

Tersangkq masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami

mengenai hak atas bantuan hukum dan hak unfuk tidak menjawab dalam

pemeriksaan sebelum hadirnya penasihat hukum tentu dapat menimbulkan budaya

hukum yang tidak mendukung pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana

di Polrestabes Medan. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada

ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan barrtuan hukum ini kemudian dalam

8t. Soe4ono Soekanto, Op.Cit., halaman 59.t' M. Marwan & Jimmy P,2A0g, Kamts Eukum; Dtctionary of law Complete Edition,
Reality Publisher, Surabaya.
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prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan

hukum tentu dapat menghambaf'.

Pernyataan dalam hasil wawancara tersebut menur{ukkan bahwa,

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas banfuan hukum, nilai-nilai,

opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat yang mengacu pada

ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum dalam prakteknya dapat

menimbulkan sikap penolakan menggunakaa bantuan hukum tentu menjadi

penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan

Tersangka di Polrestabes Medan.

Uraian tersebut merupakan faktor budaya hukum atau faktor

kebudayaan masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan

bantuan hukum dalam pemeriksaan Tersangka di Polrestabes Medan selain itu,

dapat ditemukan juga faktor burlaya hukum atau faktor kebudayaan dari penegak

hukum yang menghambat dan mempengaruhi penegakan hukum. 'oDalam

prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan

hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainny4 padahal seharusnya

penasihat hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum. Dalam

prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan

hukum dengan tidak prosesional atau tidak secara maksimal menjalankan

tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang

didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hal tersebut tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum".
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan

analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat

ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

l. Aturan hukum yang rnengatur pemberian bantuan hukum dalam proses

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut :

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan hukum

yang mengatur pemberian bantuan hukum dalamproses penyidikan tindak

Pidana pencurian dengan kekerasan sudah termuat dalam Pasal 56 ayat (1)

KUHAP dinyatakan "Dalam hal trrsangka atau terdakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih ataubag,i mereka yang tidak mampu yang diancam dengan

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib membujuk penasehat hukum bagi mereka. Bahwa

mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

bersifat imperative, maka mengabaikan ketentuan tersebut mengakibatkan

"hasil penyidikan tidak sah atau ilegal". Bahwa pendirian tersebut sejalan

dengan yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/L991, knggal 16 September

1993
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2

Futusan Sela Pengadihn Neggri f€d No- 34 / Pid.b / 1995 / PN.Tgl

tanggal 26lttni 1995

Putusan Pengadilan Tinggr Yogyakarta No. 03 / Pid IPLS'/ I 2002 /,

tanggal20 Mei 2002.

Faktor Penyebab terjadinya penggunaan Surat Pernyataan Penolakan

Didampingi Penasehat Hukum pada saat Penyidikan Tindak Pidana

Pencurian Dengm Kekerasan adalah :

Faktor kurangnya dukungan dana operasional dalam penegakan hukum

yang pada umumnya sangat kecil,&urang memadai dan Tersangka tidak

mengerti hukum atau buta hukum, tidak mengetahui proses penyidikan,

sohingga tersangka cendrung mengikuti proses penyidikan dengan apa

adanya tanpa mempertanyakan apa sEa hak mereka sebagai seomflg

tersangka.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tersangkq apabila hak-haknya

dilanggar adalah melaporkan Penyidik tersebut ke bagian Propam sebagai

salah satu unsur pelaksanaan staf khusus Polri yang berada dibawah

Kapolresta yang bertugas pokok membina dan menyelenggarakan flrngsi

pertanggungiawaban Profesi, pengamanan internal, termasuk penegakan

disiplin dan kode etik profesi Kepolisian serta pelayanan pengaduan

masyarakat (public complain) tentang adanya penyimpangan tindakan

anggota Polri /FNS Polri.

J
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B. Saran

l. Agar Poli-i haruslah tunduk kepada prinsif The Right of Due Process yaitu

tersangka berhak disidik sesuai dengan I'{ukum Acara Pidana yang berlaku

den-uan rlelaksanakan fungsi dan kewenangan harus bertolak dan

berpedornan pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Crtmiwl

procedtrre).

2. Agar tidak lagi menggunakan o'Surat Pemyataan Penolakan Didampingi

Penasehat IJukum" Sebagai Kewajiban menunjuk Penasehat Hukum dan

melakukan kerja sama dengan Kantor AdvokadllBH di Kota Medan.
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